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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami
ucapkan selain rasa syukur, karena berkat rahmat dan karunia-Nya buku
yang berjudul pengantar ilmu hukum ini telah dapat di terbitkan untuk
dapat dikonsumsi oleh khalayak banyak. Ilmu hukum merupakan batasan
yang diberikan terhadap kajian ilmu hukum. Definisi ilmu hukum
kemudian menjadi persoalan yang terlebih dahulu harus dijawab oleh para
sarjana hukum sebelum mendefinisikan hukum itu sendiri.

Oleh karena hukum telah berkembang menjadi ilmu pengetahuan
yang sangat maju dan tak pernah putus sebagai bahan kajian. llmu hukum
telah berkembang begitu cepat dan para sarjana hukum telah membagi
ilmu hukum sebagai bagian atau salah satu ilmu sosial. Definisi ilmu
hukum menjadi penting oleh karena dengan adanya definisi ilmu hukum
kita dapat dengan mudah mempelajari dan pada gilirannya memahami
ilmu hukum itu sendiri. Maka dari itu ilmu hukum akan mempelajari
semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud,
asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan,
fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.

llmu hukum sebagai ilmu yang mempunyai objek hukum menelaah

hukum sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia
dimanapun di dunia ini dari masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan
mengetahui hukum secara mendalam sangat perlu mempelajari hukum itu
dari lahir, tumbuh dan berkembangnya dari masa ke masa sehingga
sejarah hukum besar perannya dalam hal tersebut. Tujuan Pengantar limu
Hukum adalah menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari
bagian-bagian penting dari hukum, serta pertalian antara berbagai bagian
tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Adapun kegunaannya adalah
untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis ilmu hukum lainnya.
Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum merupakan dasar bagi pelajaran
lanjutan tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang hukum.
Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakultas hukum adalah sebagai
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mata kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar ilmu hukum
berfungsi memberikan pengertian-pengertian dasar baik secara garis
besar maupun secara mendalam mengenai segala sesuatu yang berkaitan
dengan hukum. Selain itu juga pengantar ilmu hukum juga berfungsi
pedagogis yakni menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat
untuk dengan penuh kesungguhan mempelajari hukum.

Oleh karena itu buku yang berjudul Pengantar llmu Hukum ini hadir
sebagai bagian dari upaya untuk menambah khazanah, diskusi Pengantar
Ilmu Hukum. Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini
terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, karena
sejatinya kesempurnaan hanyalah milik Tuhan semata. Maka dari itu, kami
dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan
saran dari para pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan
sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan
penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terimakasih kami sampaikan kepada seluruh pihak
yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses
penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di
hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak
dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan
di Indonesia, khususnya terkait Pengantar llmu Hukum

Oktober, 2022
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BAB 10

SISTEM DAN POLITIK HUKUM

A. PENDAHULUAN

Bangunan hukum terdiri atas komponen-komponen hukum yang
merupakan sistem hukum. Komponen-komponen sistem hukum saling
terhubung dan berinteraksi guna mencapai tujuan tertentu sesuai dengan
politik hukum nasional. Di dunia ini terdapat berbagai sistem hukum, yang
memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristik yang melekat
padanya, suatu sistem hukum nasional dapat digolongkan sebagai bagian
dari keluarga hukum tertentu. Berbagai keluarga hukum tersebut dapat
dijadikan rujukan dalam pembentukan dan pembaharuan sistem hukum
nasional pada suatu negara. Keluarga hukum dimaksud meliputi sistem
civil law, sistem common law, sistem socialist law, sistem adat rechts, dan
sistem Islamic law. Uraian bab ini dapat memperluas wawasan mengenai
kultur dan karakteristik berbagai keluarga sistem hukum di dunia tersebut.
Prinsip-prinsip dasar dari berbagai keluarga sistem hukum tersebut dapat
dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan ius contituendum
melalui politik hukum pada suatu negara.

B. DEFINISI SISTEM HUKUM

Perkataan "Sistem” (sistém) berasal dari bahasa Latin, yakni ”Systéma”
dan bahasa Yunani, yakni "Sustéma”, artinya susunan yang teratur dan
saling kait-mengait antar komponen membentuk suatu pola tertentu
secara keseluruhan. Masing-masing komponen bekerja sesuai dengan
fungsinya, demikian pula antar komponen saling bekerja sama untuk
meraih tujuan tertentu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem dalam berbagai
makna, yaitu: (1) perangkat unsur, yang secara teratur saling berkaitan
membentuk suatu totalitas; (2) suatu susunan yang teratur berupa
pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode (Depdikbud,
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1988). Sementara itu Winardi mengartikan, sistem adalah totalitas dari
berbagai bagian (Winardi, 1986).
Berikutnya menurut Subekti, arti sistem itu, yaitu:
Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu
keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama
lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari pemikiran,
untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik, tidak boleh terjadi
pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan
juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (overlapping)
diantara bagian-bagian itu (Subekti, 1983).

Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman memberikan definisi sistem,
sebagai berikut:

Sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan
landasan, di atas mana dibangun tertib hukum. Asas-asas itu
diperoleh melalui konstruksi yuridis (kongkrit) vyaitu dengan
menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk
kemudian mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif)
atau abstrak. Proses ini dapat juga dikatakan mengabstraksi
(Badrulzaman, 1983 dan (Badrulzaman, 1987).

Sementara itu Rusadi Kartaprawira mengartikan sistem sebagai
berikut:

Sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur
(elemen). Unsur, komponen, atau bagian yang banyak ini sama lain
berada dalam keterikatan yang kiat mengait dan fungsional. Masing-
masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan unit terjaga
untuk eksistensinya. Tinjauan ini menurut pandangan dari segi bentuk
atau form-nya, jadi, pengertian sistem, di samping dapat diterapkan
pada hal yang bersifat “Immaterial” atau suatu “Proses immaterial”
(intangible), juga dapat diterapkan pada hal yang “Material”
(tangible). Untuk yang bersifat “Immaterial”, penguraian atau
penentuan “Model”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat
analisis dan merupakan daya imajinasi serta abstraksi peninjauan
yang bersangkutan (Kartaprawira, 1989).
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Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyebutkan dua pengertian sistem,
yaitu:

Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali,
sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai
secara tercampur begitu saja, yaitu: pertama, pengertian sistem
sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan
tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-
bagian; dan kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau
prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Pemahaman umum mengenai
sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri
dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Penekanan
pada ciri keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan
cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bekerja
bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan
tersebut. Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-
cara pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-
pendekatan sistem (Rahardjo, 2010).

Demikian pula Tatang M. Amirin mengemukakan perumusan ciri-ciri
pokok dari suatu sistem, yakni:
Ada tujuan;
Terdapat "Batas” (boundaries) yang memisahkan lingkungannya;
Sifatnya terbuka atau berinteraksi dengan lingkungannya;
Mempunyai berbagai subsistem (komponen, bagian, atau unsur);
Merupakan kebulatan yang utuh dan padu (wholisme atau gestalt);
Terhubung dan ketergantungan intern maupun ekstern sistem;
Ada input dan output, yang menghasilkan keluaran melalui “Processor”
atau “Transformator”;
Mengandung mekanisme kontrol berdasarkan umpan balik;
Dapat mengatur dan menyesuaikan ketika beradaptasi dengan
lingkungan secara otomatik (Amirin, 1984).

Nk WwNe

o

Jadi, sistem adalah suatu susunan yang teratur secara sistematik
dalam tatanannya sesuai fungsi yang dimilikinya. Berbagai komponen,
bagian, atau unsur dalam sistem itu saling berinteraksi secara totalitas,

penerbitwidina @gmail.com




penerbitwidina@gmail.com

baik secara fungsional dan saling keterhubungan antar komponen guna
memproses input untuk menciptakan keluaran utuh dan padu. Sistem ini
ada yang tercipta secara alamiah dan ada yang sebagai hasil ciptaan
berdasarkan pola atau rencana tertentu. Sistem yang baik, akan dapat
melakukan penyesuaian dirinya dengan lingkungan di luarnya melalui
mekanisme tertentu yang berfungsi memperlancar jalannya sistem yang
diciptakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah disusun dan
direncanakan.

Tampaknya aturan-aturan hukum berdiri sendiri dan terpisah tanpa
ikatan, namun sebenarnya dipertalikan oleh tuntutan etis yang merupakan
asas hukum. Fungsinya memberikan penilaian etis terhadap aturan hukum
yang akan ditetapkan. Adanya pertalian oleh asas-asas hukum ini,
terbentuklah suatu sistem hukum. Aturan-aturan hukum yang berdiri
sendiri dan terpisah itu lalu terjalin dan terikat dalam satu susunan
kesatuan mengingat bersumber pada satu induk penilaian etis yang sama
(Rahardjo, 2010).

Aturan hukum yang berserakan dan tersebar dalam berbagai produk
legislasi dan regulasi pada hakikatnya merupakan suatu sistem, karena
didasarkan pada dasar idiil yang sama yang dinamakan dengan "Asas
hukum” yang memberikan tuntunan etis sebagai kehendak rakyat. Lebih
filosofi lagi, aturan-aturan hukum positif itu daya mengikat dan lakunya
secara totalitas diikat dalam suatu kesatuan ikatan yang etis oleh asas
hukum dan cita hukum. Cita hukum ini merupakan terjemahan dari istilah
“Rechtsidee”.

Sistem hukum merupakan terjemahan dari kata legal system (bahasa
Inggris), het juridische system (bahasa Belanda), atau das rechtssystem
(bahasa Jerman). Kehadirannya mempunyai arti yang sangat penting
dalam menganalisis dan mengkaji berbagai keluarga hukum yang ada,
karena dengan adanya keluarga hukum tersebut dapat diketahui
keberadaan, persamaan dan perbedaan aturan-aturan hukum, prosedur,
dan lembaga-lembaga hukum di dunia (Salim, 2019). Secara konsep
dibedakan antara legal system dan legal tradition. John Henry dan Regolio
Perez Perdomo menyatakan "legal tradition” dimaknai ”  deeply rooted
historically conditioned attitudes about the nature of law, the role of law in
the society and the political ideology, the organisation and operation of a

penerbitwidina @gmail.com




penerbitwidina@gmail.com

legal system ...” (Merryman, 2007). Sementara itu, "legal system”
dimaknai “..... a legal system is an operating set of legal institutions,
procedures and rules ..... a legal tradition puts the legal system into
cultural perspective ..... ” (Merryman, 2007). Di sini dibedakan, tradisi
hukum adalah “sikap yang dikondisikan secara historis yang berakar dalam
tentang sifat hukum, peran hukum dalam masyarakat dan ideologi politik,
pengorganisasian dan operasional sistem hukum”; sementara itu
pengertian sistem hukum adalah seperangkat institusi, prosedur, dan
aturan hukum yang beroperasi dan tradisi hukum menempatkan sistem
hukum dalam perspektif budaya” (Cruz, 2007). Dengan kata lain, dalam
tradisi hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum itu merupakan suatu
tatanan aturan hukum, prosedur atau proses hukum, dan kelembagaan
hukum yang bertugas untuk menafsirkan dan menegakkan hukum.

Batasan sistem hukum dapat juga dalam definisi sempit dan luas.
Pandangan ini dikemukakan Winterton dalam “Comparative Law Teaching”
(1975). Menurutnya sistem hukum dalam artian sempit didefinisikan
sebagai aturan dan lembaga hukum sebuah negara, seperti halnya hukum
Prancis. Pengertian yang luas, sistem hukum itu sebagai suatu filsafat
yuristik dan teknik-teknik yang digunakan oleh sejumlah negara secara
umum di mana memiliki kesamaan sistem hukum, misalnya keluarga
common law system (Cruz, 2010). Berarti sistem hukum itu tidak semata-
mata hanya berkaitan dengan aturan dan prosedur hukum belaka,
melainkan juga mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis sebagai
patokan penilaian dan tingkah laku masyarakat.

Sistem hukum tidak hanya di konsepkan sebagai norma-norma
hukum dan bagian-bagiannya, namun juga di konsegkan sebagai: pertama,
sistem perilaku sosial, aturan, undang-undang dan lembaga-lembaga
karena dalam sistem hukum itu akan melibatkan interaksi antara
pengambil kebijakan, perancang, masyarakat, dan penegak hukum; dan
kedua, otoritas sosial dan kekuasaan, perbedaan normatif antara
persyaratan dan sanksi, dan kelembagaan hukum. Sistem hukum
merupakan abstraksi tak terpisahkan dari masyarakat dan kenyataan-
kenyataan sosial yang merupakan subsistem dari sistem sosial (Salim,
2019).
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Sudikno Mertokusumo menyebutkan suatu aturan-aturan hukum
dikatakan sebagai sistem hukum jika memenuhi karakteristik ini, yaitu:
1. Dirumuskan secara abstrak (konseptual);
2. Rumusan bersifat terbuka dan umum serta dapat ditafsirkan lebih
luas;
Mengandung satu kesatuan unsur;
Rumusan bersifat konsisten (ajeg);
Rumusan kesatuan yang tidak mengandung konflik (kontradiksi);
Sistem hukum bersifat lengkap, ketidaklengkapan dilakukan melalui
penafsiran dan penemuan hukum;
7. Merumuskan konsep-konsep dasar atau fundamental sebagai pijakan

dasar bagi pengembangan konsep-konsep selanjutnya (Sudikno,
1996).

;R w

Demikian pula Lon L. Fuller melalui karyanya “The Morality of
Law"” (1971) mengetengahkan teori “Principles of Legality”, memuat 8
prinsip untuk menentukan aturan-aturan hukum itu merupakan suatu
sistem hukum. Jika tidak dipenuhi kriteria ini, maka sistem hukumnya tidak
bersistem, bukan hanya dianggap sebagai sistem hukum jelek. Prinsip
sistem hukum dimaksud, yaitu:

1. Memuat aturan-aturan hukum yang bersifat peraturan (regeling),
bukan berupa keputusan-keputusan yang adhoc;

2. Keharuan mengumumkan aturan-aturan hukum vyang telah
ditetapkan;

3. Dilarang berlaku surut (retroaktif), aturan hukum seperti ini tidak
dapat dipergunakan sebagai pedoman tingkah laku dan hal tersebut
akan merusak integritas aturan yang berlaku ke depan;

4. Rumusan norma hukum mudah dimengerti dan dipahami;

5. Aturan-aturan hukum yang disusun tidak boleh saling bertentangan;

6. Norma hukum yang dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan
tuntutan sosial masyarakat;

7. Dilarang mengubah-ubah aturan hukum agar tidak kehilangan
orientasi;

8. Konsistensi antara aturan-aturan hukum dengan pelaksanaannya
dalam keseharian (Rahardjo, 2010).
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Lebih lanjut H.L.A. Hart menyebutkan dari segi substansi yang
dimuatnya, ciri-ciri yang mencolok dari setiap sistem hukum itu, yakni:

1. Berisikan peraturan-peraturan hukum yang berisikan larangan atau
perintah melakukan perbuatan hukum dengan sanksi tertentu;

2. Peraturan-peraturan hukum vyang menuntut orang untuk
memberikan penggantian kerugian kepada orang-orang vyang
mengalami kerugian dengan cara tertentu;

3. Peraturan-peraturan hukum yang berisikan perintah yang harus
dikerjakan, seperti kontrak, surat wasiat, atau tulisan lainnya yang
memberikan hak-hak dan kewajiban;

4. Badan yudikatif melakukan penegakan hukum dengan menetapkan
aturan-aturan hukum apa vyang telah dilanggar seseorang,
memberikan sanksi pidana atau ganti kerugian yang dibebankan
kepadanya;

5. Badan legislatif menetapkan aturan-aturan hukum baru dan
mencabut aturan-aturan hukum sebelumnya (Hart, 2011).

Peraturan-peraturan hukum vyang berserakan itu pada dasarnya
bersumber dan diikat oleh tuntutan sosial yang sama, itulah yang
membentuk suatu sistem hukum. Komponen, elemen, atau bagian yang
ada dalam setiap sistem hukum saling bekerja sama secara fungsional
berdasarkan pola tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Komponen-
komponen sistem hukum itu saling berhubung, melengkapi dan
mempengaruhi serta padu guna mencapai tujuan tertentu. Setiap sistem
hukum tersebut tidak hanya sekedar dibangun oleh peraturan-peraturan
hukum belaka, melainkan berbagai komponen lainnya yang menunjang
bangunan suatu sistem hukum yang bersangkutan.

C. KOMPONEN-KOMPONEN DARI SISTEM HUKUM

Komponen dari sistem hukum tidak semata-mata peraturan
perundang-undangan yang merupakan stelsel norma formal (formele
normenstelsel) belaka. Oleh karena itu komponen sistem hukum pada
umumnya meliputi: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum dan (3)
budaya hukum, yang secara fungsional saling berinteraksi. Pengertian
struktur hukum dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman, yaitu:
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..... its skeleton or framewaork, the durable part, which gives a kind of
shape and definition to the whaole ... The structure of a legal system
consists of elements of this kind: the number and size of courts; their
jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why);
and modes of appeal from one court to another. Structure also means
how the legislature is organized, how many members .., what a
president can (legally) do or not do, what procedures the police
department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross
section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes
the action ..... (Friedman, 1984).

Mengenai definisi substansi hukum diterangkan®..... the actual rules,
norm, and behavior patterns of people inside the system ....."” (Friedman,
1984). Lawrence M. Friedman menjelaskan yang dimaksud dengan kultur
hukum, yaitu:

..... people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs,

values, ideas, and expectations... The legal culture, in other words, is

the climate of social thought and social force which determines how
law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the legal
system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish

swimming in its sea ..... (Friedman, 1984).

Kelembagaan beserta tatanan serta kinerja yang membuat,
melaksanakan dan menegakkan hukum merupakan bagian dari struktur
hukum. Substansi hukum berupa aturan, norma dan pola perilaku
dirumuskan oleh badan legislatif dengan memperhatikan keyakinan, nilai,
gagasan, dan harapan masyarakat, yang selanjutnya ditafsirkan dan
dilaksanakan oleh badan eksekutif. Jika terjadi pelanggaran terhadap
substansi hukum, penegakkannya akan dilakukan oleh badan-badan
pengadilan melalui proses berbicara sesuai dengan aturan hukum
formalnya. Adakalanya bekerja dan kinerja hukum akan tergantung pada
filosofi dasar pemikiran dan kekuatan sosial dalam masyarakat, hukum
tersebut bisa dipergunakan, disiasati atau bahkan disalahgunakan. Oleh
karena itu Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa:
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Struktur dan substansi hukum terbentuk dari kekuatan-kekuatan
sosial dengan memodifikasi tuntutan-tuntutan sosial masyarakat.
Sementara  kultur hukum  dapat mempengaruhi  tingkat
penggunaannya. Oleh karena itu, perilaku hukum hanya dalam
dipahami dalam konteksnya, termasuk diantaranya konteks kultural.
Suatu konteks kultural dipengaruhi oleh keteraturan umum perilaku
masyarakat atau proposisi yang terkait dengan kultur atau kelompok
kultur (Friedman, 2011).

Budaya hukum dapat disamakan dengan kesadaran hukum (Shidarta,
1996). Hal ini dibedakan dengan perasaan hukum, yang merupakan hasil
produk penilaian masyarakat spontanitas yang sifatnya subjektif,
sementara kesadaran hukum sebagai hasil pemikiran, penalaran, dan
argumentasi dari para ahli, termasuk para ahli hukum. Hasil dari abstraksi
(para ahli hukum) tersebut melahirkan perasaan hukum masyarakat.
Dalam konteks dengan sistem hukum, budaya hukum tersebut merupakan
kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum dari suatu komunitas tertentu
secara keseluruhan (Hartono, 1976).

Sementara itu menurut J.J.H. Bruggink terdapat tiga unsur utama dari
suatu sistem hukum yang menunjukkan identitas kemandiriannya dan
berkaitan satu sama lainnya. Ketiga unsur yang membentuk sistem hukum
tersebut, meliputi unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktual. Unsur
idiil merupakan substansi hukum berupa peraturan-peraturan, norma-
norma dan prinsip-prinsip hukum serta komponen lainnya. Kemudian,
unsur operasional dijalankan oleh keseluruhan organisasi dan
kelembagaan yang diselenggarakan oleh sistem hukum yang bersangkutan,
termasuk para pengemban jabatan (ambtsdragen). Dengan kata lain
fungsi unsur operasional diemban dalam kerangka suatu organisasi atau
kelembagaan sistem hukum. Sementara itu, unsur aktual berupa putusan-
putusan serta perbuatan-perbuatan hukum kongkrit yang berhubungan
dengan sistem materi hukum, baik yang ditetapkan oleh pengemban
jabatan maupun oleh warga masyarakat sistem hukum bersangkutan
(Bruggink, 1986).
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Kiranya tidak jauh berbeda dengan Hamdhany Tenggara, yang
menyatakan komponen-komponen sistem hukum (nasional) tersebut,
dapat meliputi:

1. Asas hukum, termasuk falsafah hukum, yaitu sifat-sifat umum atau
aturan umum yang diperoleh melalui proses analitis berdasarkan
konstruksi yuridis melalui abstraksi ciri-ciri khusus yang terdapat
dalam aturan hukum kongkrit serta nilai intrinsik yang ada di
dalamnya;

2. Struktur hukum, berupa susunan yang teratur dan sistematis,
termasuk di dalamnya prosedur, cara dan mekanisme pelaksanaan
hukum, termasuk organisasi dan kelembagaan hukumnya;

3. Kategori hukum, berupa pengertian-pengertian dasar dalam sistem
hukum;

4. Konsep hukum, berupa perumusan secara ringkas dari berbagai
pengertian yang mencakup di dalamnya, baik varian maupun
ketidaksamaannya yang terdeskripsi dengan satu istilah hukum yang
mencakup semua hal yang aktual dan faktual;

5. Budaya hukum, yaitu berupa penilaian etis tertentu yang terkandung
dalam hukum positif yang manifestasinya berupa perilaku taat hukum
atau perilaku sadar hukum (Tenggara, 1994).

Bangunan sistem hukum itu terbentuk dari berbagai komponen
sistem hukum yang saling terhubung dan dibangun bersumber pada cita
hukum yang sama. Berdasarkan pada asas dan cita hukum inilah, suatu
negara membangun secara tertib dan padu sistem hukumnya, yang dapat
terdiri atas sistem hukum yang lebih kecil lagi, yakni subsistem hukumnya.
Asas hukum dan cita hukum inilah yang nantinya akan membedakan
struktur, kategori dan konsep peraturan-peraturan hukum yang berlaku di
negara yang bersangkutan, karenanya dapat menjumpai beberapa sistem
(norma) hukum nasional yang hampir atau tidak sama.

D. PENGELOMPOKAN SISTEM HUKUM DALAM BERBAGAI
KELUARGA HUKUM

Setiap bangsa yang beradab memiliki pola kebudayaan tersebut,
akibatnya sistem hukumnya pun juga akan memiliki ciri khas tersendiri.
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Sistem hukum merupakan manifestasi dari budaya bangsa yang
bersangkutan, untuk itu sistem hukumnya bisa berbeda. Namun
sebaliknya karena berbagai hal bisa saja menjumpai kesamaan struktur
hukum, kategori hukum dan konsep hukum, untuk itu dapat digolongkan
pada salah satu keluarga hukum di dunia. Dengan kata sistem hukum
suatu negara dapat dikualifikasikan kepada sistem hukum yang lebih besar,
yang lazimnya dengan sebutan "Keluarga hukum” terjemahan dari istilah
rechts family, legal family, legal families, familles de droits.

Peter de Cruz menyatakan, bahwa "..... This broad sense is really
describing a parent legal family, such as the common law or civil law legal
family " (Cruz, 2007). Merujuk pada pandangan tersebut, sistem hukum
yang lebih luas/besar, dinamakan dengan keluarga hukum. Keluarga
hukum merupakan kumpulan berbagai sistem hukum (nasional) yang
mempunyai kesamaan unsur sistem hukumnya, oleh karenanya dapat
dikualifikasi ke dalam keluarga hukum. Kesamaan komponen sistem
hukum dimaksud kesamaan tentang struktur, kategori dan konsep hukum
yang dianutnya.

Kalangan para ahli perbandingan hukum biasanya menggunakan
sebutan keluarga sistem hukum (parent legal system) guna memudahkan
mengorganisir  (organization  linchpin)  kegiatan  penganalisisan
perbandingan sistem-sistem hukum berbagai negara di dunia. Sebutan
lain dari keluarga sistem hukum adalah sistem-sistem hukum utama
(major legal systems), singkatnya disebut keluarga hukum (famille
juridigue) (Shidarta, 2013).

Pengelompokan suatu sistem-sistem hukum (nasional) tersebut
dalam keluarga hukum di dunia didasarkan adanya beberapa kesamaan
terkait dengan struktur, kategori, dan konsep hukum, yang kesemuanya
disebabkan antara lain:

1. Adanya kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, di mana
kebutuhan yang bersifat universal akan mengakibatkan adanya
pengaturan hukum yang sama pada setiap negara, sedangkan adanya
kebutuhan khusus berakibat timbulnya hukum yang berbeda-beda;

2. Pertalian kesejarahan, terutama bekas tanah jajahan (koloni) pada
umumnya mengikuti atau meresepsi sistem hukum negara

penjajahnya;
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3. Adanya persamaan ideologi, bagi negara-negara yang mempunyai
ideclogi yang sama, hampir dipastikan mempunyai dasar dan
tindakan yang tidak jauh berbeda. Hal tersebut juga berpengaruh
terhadap pembentukan hukumnya, yang pada akhirnya akan
berakibat adanya persamaan-persamaan di bidang hukum.

Sampai sekarang belum tercapai kesepakatan klasifikasi kriteria untuk
mengelompokkan keluarga-keluarga atau sistem hukum ini, akibatnya
setiap sarjana hukum mempunyai klasifikasinya sendiri. Kriteria yang
dipergunakan akhirnya bermacam-macam, seperti golongan bahasa,
golongan kebudayaan, golongan kebangsaan, atau kombinasi daripada
kriteria yang disebutkan ini. Ada yang memasukkan sistem hukum dari
rakyat-rakyat kultur tradisional, ada yang hanya sistem-sistem hukum yang
ada pada waktu sekarang (Tungadi, 1974).

Konrad Zweigert dan Hein Kotz mengusulkan lima hal yang dapat
dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu sistem hukum termasuk
keluarga hukum tertentu, yaitu:

1. Pada latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukumnya

(historical background and development of the system);

2. Kekhasan (tipikal) model berpikir hukumnya (characteristic (typical)

made of thought);

Lembaga-lembaga hukum khas (distinctive institutions);

4. Pengakuan jenis sumber hukum dan kedudukannya (types of legal
sources it acknowledges and its treatment of these);

5. Paham ideologi yang dianut suatu sistem hukum (ideology of a legal

system) (Kotz, 1998).

Berikutnya Rene David dan John C. Brierly dalam “Major Legal System
in the World Today” menggunakan kriteria pembagian keluarga hukum
didasarkan kepada:

1. Kesamaan dalam hal yang bersifat teknis. Ini mencakup antara lain

w

tentang konsep-konsep hukum dan teori sumber-sumber hukum. Ini
memungkinkan pertanyaan apakah seseorang yang didik dalam
pelajaran dan praktik dalam suatu hukum tanpa banyak kesulitan
dapat menangani hukum yang lain. lika tidak, maka dapat
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disimpulkan bahwa dua hukum itu tidak termasuk dalam keluarga
yang sama. Ini terjadi karena perbedaan dalam perbendaharaan
istilah dari dua hukum itu (yang mengungkapkan pengertian yang
sama) atau karena perbedaan yang besar mengenai hirarki sumber-
sumber dan metode-metode dari masing-masing hukum itu;

2. Tujuan sosial yang mau dicapai suatu sistem hukum dan keberadaan
hukum dalam tertib sosial. Ini mencakup masalah-masalah prinsip-
prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang mendasari sistem hukum.
Walaupun sudut pandangan teknik (technical standpoint) adalah
penting, tetapi belumlah cukup dan perlu dilengkapi dengan kriteria
yang kedua ini. Dua hukum yang menggunakan teknik yang sama
tetapi dilandasi oleh prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang
bertentangan, tidaklah dapat ditempatkan bersama-sama dalam satu
keluarga (Maramis, 1994).

Sementara itu Peter de Cruz mengusulkan kriteria yang digunakan
untuk mengklasifikasikan dari sebuah sistem hukum tertentu, yaitu:
a. Golongan bangsa (ras) dan bahasa;
b. Budaya;
c. Materi hukum;
d. Ideologi, falsafat, konsepsi tentang keadilan serta teknik hukum yang
dianutnya;
Asal muasal historis; dan
Gaya yuristik (Cruz, 2010).

Thom

Pendekatan baru terdapat dalam “International Encyclopedia of
Comparative Law”, bahwa seleksi daripada sistem-sistem hukum yang
akan dibandingkan tidak lagi digunakan klasifikasi tradisional dalam
keluarga-keluarga hukum, melainkan memakai metode seleksi dan
presentasi yang dinamakan “Typical solutions”. Ini berdasarkan observasi
dalam kenyataan pemecahan-pemecahan hukum (legal solutions) yang
dikembangkan untuk suatu masalah sosial tertentu terbatas jumlahnya.
Tugas esensial ialah untuk menemukan “Typical solutions” itu, misalnya
untuk masalah sosial seperti “Cacad-cacad pada barang yang telah dijual”
(defects of goods sold) (Tungadi, 1974).
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Dalam hukum memang dapat di konstatir adanya dua macam unsur.
Ada unsur hukum yang mengalami perubahan-perubahan menurut waktu
dan tempat. Ada pula unsur hukum yang tidak mudah berubah, akan
tetapi memperlihatkan atau mempunyai sifat relatif stabil. Hal itu tidak
berarti bahwa unsur yang disebut terakhir ini tidak berubah, melainkan
perkembangan berjalan lambat berhubungan dengan pandangan manusia
terhadap hakikat hukum serta peranannya dalam masyarakat. Hal itu
tercermin dalam kebudayaan sesuatu bangsa beserta hukumnya.
Kebudayaan dan hukum merupakan cerminan dari cara berpikir,
pandangan hidup serta sifat sesuatu bangsa. Konsep tersebut sangat
penting untuk mengerti serta menghayati apa yang menjadi hakikat suatu
sistem hukum tertentu. Memberi pengertian kepada seseorang tentang
hakikat hukum berarti mengusahakan supaya orang itu membiasakan diri
dalam menyelesaikan beraneka ragam persoalan hukum, bekerja dengan
sarana hukum yang terdapat dalam suatu sistem hukum tertentu seperti
struktur pengertian-pengertian serta konsepsi-konsepsi hukumnya,
metode bekerja bersandarkan bekal pengetahuan akan pandangan hidup,
cara berpikir serta sifat bangsa itu. Lambat laun padanya akan tumbuh
semacam kepekaan akan faktor-faktor yang dapat menuju ke arah
penyelesaian bermacam-macam persoalan hukum dalam sistem yang
bersangkutan (Sardjono, 1991).

Hal ini menunjukkan bahwa tolok ukur pembagian atau keluarga
hukum tersebut tidak semata-mata hanya didasarkan pada prinsip teknis
belaka, melainkan juga berhubungan dengan faktor non teknis, yang
banyak mempengaruhi pembentukan unsur-unsur sistem hukum nasional
yang bersangkutan, mengingat jiwa, raga dan kebudayaan suatu bangsa
tidak sama serta demikian pula dengan sejarah perjuangan pergerakan
kebangsaannya yang berbeda-beda, oleh karenanya dengan demikian
hukumnya bisa sama atau berbeda. Sebagai contoh seperti Indonesia,
berdasarkan asas konkordansi telah meresepsi hukum Belanda, yang asal
muasalnya bermuara pada hukum Romawi Jerman. Untuk negara-negara
bekas jajahan Inggris, karena terdapat hubungan dan keterkaitan yang
disebabkan oleh hubungan “Coloni”, seperti Malaysia, Singapura dan lain-
lain, di sana ditemukan corak hukumnya yang bersifat common law system.
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Hampir semua sistem hukum semua negara umumnya di modelkan
pada unsur lima jenis utama, yaitu: (1) civil law system, termasuk hukum
Prancis (French law), Code Napoleon (the Napoleonic Code), hukum
Romawi (Roman-law), hukum Belanda (Roman-Dutch law), dan hukum
Spanyol (Spanish law); (2) common law system, termasuk hukum Amerika
(United State law); (3) hukum kebiasaan (customary law); (4) campuran
atau pluralisme hukum (mixed or pluralistic law; dan (5) sistem hukum
agama (religious law system), termasuk hukum Islam atau hukum Syariah
(Islamic law). Tambahan jenis sistem hukum-hukum internasional, yang
mengatur perilaku independen dari suatu negara dalam hubungannya
antara satu dengan yang lain (Hutabarat, 2020).

Atas dasar kriteria yang telah ditetapkan dan demi kepentingan studi
perbandingan hukum, maka para ahli hukum mengelompokkan sistem
hukum vyang berlaku di duyglia ini sesuai dengan karakteristik yang
dipunyainya dalam berbagai keluarga hukum. Menurut Rene David dan
John C. Brierly, bahwa keluarga hukum di dunia dikelompokkan menjadi
empat golongan besar, yakni: (1) Keluarfd hukum Romawi-Germani
(Romano-Germanic family [sistem civil law family]); (2) Keluarga hukum
Anglo Saxon (sistem common law family); (3) Keluarga hukum Sosialis
(sistem family of socialist law); dan (4) Keluarga hukum agama dan
tradisional (Brierley, 1985).

Sementara itu Konrad Zweigert dan Heins Kotz mengelompokkan
sistem hukum dalam enam golongan keluarga hukum, meliputi:

Keluarga hukum Romawi (Prancis) (the Romanistis legal family);
Keluarga hukum Jerman (the Germanic legal family);

Keluarga hukum Anglo-America (the Anglo-American legal family);
Keluarga hukum Skandinavia; (the Nordic legal family);

Keluarga hukum Timur Jauh (law in the far east);

Keluarga hukum agama (religious legal systems), seperti Keluarga
Hukum Islam, keluarga hukum Hindu (Kotz, 1998).

S S

Perbedaan antara kedua klasifikasi ini dapat dimengerti, kalau
dihubungkan dengan kesukaan seorang Prancis (David dan Brierly) pada
kejelasan dan kesederhanaan, dan kesukaan orang Jerman (Zweigert dan
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Kots) pada kelengkapan dan ketelitian (Tungadi, 1974), sehingga keduanya

pun berbeda dalam mengklasifikasi keluarga hukum di dunia.

Sementara itu Adolf F. Schnitzer dalam “Vergleichende Rechtslehre”
membedakan enam kelompok keluarga hukum di dunia yang didasarkan
pada wilayah geografis dan agama, sebagai berikut:

1. Daerah RomanggRomanisches Gebiet), meliputi negara-negara/
wilayah Prancis, Italia, Ibero-Amerika, Benelux (Belgia, Nederland dan
Luxemburg), dan Yunani;

2. Daerah aerman (Germanisches Gebiet), meliputi negara-negara/
wilayah Jerman, negara-ngggpra Alpia (Swiss, Liechtenstein, Austria),
negara-negara Nordia, dan negara-negara Baltik;

3. Daerah Slavia (Schlawisghe Gebiet), meliputi negara-negara/ wilayah
Uni Sovyet, Polandia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumania, dan
Hongaria);

4. Anglo Amerika, meliputi negara-negara/ wilayah Britania Raya dan
Persemakmuran, Amerika Serikat, Kuba, Puerto Rico;

5. Negara-gegara Afro-Asia; dan

6. Hukum-hukum Agama, meliputi hukum Yahudi, hukum Kristen, dan
hukum Islam.

Pembagian lain dari keluarga hukum ini, yang tidak begitu jauh
berbeda dengan pendapat dari Rene David dan John C. Brierly adal
Marc Ancel, di mana mengelompokkan lima keluarga hukum, yaitu: (1
Sistem hukum Eropa Kontinental dan Amerika Latin (system of civil law), (2)
Sistem hukum Anglo Amerika (common law system), (3) Sistem hukum
Timur Tengah (Irak, Yordania, Saudi Arabia), (4) Sistem hukum Timur Jauh
(Cina, Jepang), dan (5) Sistem hukum Sosialis.

Menurut John Merryman dan Regolio Perez Perdomo mengklasifikasi
sistem hukum di dunia dalam empat kelompok, yaitu: (1) Common law
system, meliputi sistem-sistem hukum di negara-negara Inggris, New
Zealand, California, dan New York; (2) Civil law system, meliputi sistem-
sistem hukum di negara-negara Prancis, Jerman, Italia, Zwitzerland,
Argentina, Brasilia dan Chili; (3) Sistem hukum sosialis (sistem socialis law),
yaitu sistem hukum di Tiongkok; dan (4) Sistem hukum Islam (sistem
Islamic law) (Merryman, 2007).
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Sementara itu Christian Hertel menggunakan istilah rumpun hukum
(rechtskreis), rumpun hukum utama di dunia ini meliputi: (1) Rumpun
common law; (2) Rumpun hukum Romano-Germanik, awalnya bersandar
pada Corpus luris Civilis Romawi dan kemudian pada Code Napoleon
Prancis; (3) Rumpun hukum German, yang berlaku di kalangan etnik yang
berbahasa Jerman; (4) Rumpun hukum negara-negara Komunis (yang
pernah ada atau masih ada); (5) Rumpun hukum lainnya yang terpaut
dengan rumpun Romano-Germanik, terutama di Asia Timur; (6) Rumpun
hukum Skandinavia/ Nordik (membaurkan rumpun Common Law dan
rumpun Romano-Germanik); dan (7) Rumpun hukum Islam, yang
mempengaruhi hukum Islam di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika
Utara dan Asia (Kusumohamidjojo, 2015). Christian Hertel juga mengamati
benang merah pengaruh dari sistem hukum Inggris dan sistem hukum
Perancis, seperti misalnya pada rumpun hukum Afrika Selatan dan
Skotlandia yang dekat dengan Common Law setelah “Meninggalkan”
berbagai pengaruh dari rumpun Romano-Germanik. Sebaliknya Provinsi
Quebec di Kanada dipandangnya lebih dekat pada Code Napoleon karena
pengaruh Prancis terhadap provinsi koloni Inggris pada umumnya
menerapkan Common Law itu (Kusumohamidjojo, 2015).

Selain ketujuh Empun hukum itu, Christian Hertel memberikan
pengakuan terhadap hukum adat seperti diamatinya pada waktu di Afrika
sebagai customary law) atau African law. Mengakui juga bahwa klasifikasi
dan pembedaan itu dilakukannya adalah baik, jika bertumpu padasumber-
sumber hukum. Tetapi apa yang dilakukan disandarkan pada sistem civil
law (dan terutama mencakup hukum keluarga dan hukum waris) yang
dalam pandangannya tidak dapat banyak dipengaruhi oleh hukum adat
dan menurut pengamatannya dapat terjadi karena kuatnya kodifikasi
dalam civil law (Kusumohamidjojo, 2015).

Lainnya membagi sistem hukum di dunia dalam tradisi hukum (legal
tradition), atau disebut juga dengan “Keluarga hukum” (legal family), yang
meliputi: (1) Tradisi hukum Eropa Kontinental, (2) Tradisi hukum Anglo-
Saxon, (3) Tradisi hukum Sosialis, (4) Tradisi hukum Kedaerahan, dan (5)
Tradisi hukum agama (Fuady, 2005).
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Merujuk pada pandangan John Henry Wigmore, bahwa ditilik dari
perspektif keberlakuan sistem hukum di dunia yang dimulai sejak awal
peradaban sampai saat ini, dapat dikemukakan ada enam belas sistem
hukum yang pernah berlaku, yaitu: (1) Egyptian, (2) Mesopotamian, (3)
Hebrew, (4) Chinese, (5) Hindu, (6) Greek, (7) Roman, (8) Maritime, (9)
Japanese, (10) Mohammedan, (11) Keltic, (2) Germanic, (13) Slavic, (14)
Ecclesiastical, (15) Romanesque, dan (16) Anglican (Fuady, 2005).

Selanjutnya, pakar hukum global business dari Indiana University
dalam “Law for Global Business”, mengemukakan sistem hukum utama di
dunia (the world’s major legal systems) ditilik berdasarkan keragaman akar
dari sistem hukum dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, meliputi:
1. CGivil law, adalah sistem hukum sipil yang bersumber kode sipil

terkodifikasi. Karakteristiknya terkodifikasi (codified law), fleksibilitas

(predictability) dan abstrak (abstract law). Akar filosofis sistem hukum

ini bersumber pada hukum Romawi (Roman Law) yang diterapkan di

negara-negara Eropa daratan, termasuk tanah jajahannya;

2. Common law, adalah sistem hukum yang bersumber pada kebiasaan
(custom) dan preseden (judge made law). Menurut sistem hukum ini
hakim di pengadilan menggunakan prinsip membuat hukum sendiri
(judge made law) dengan memperhatikan kasus-kasus sebelumnya
yang pernah terjadi. Belakangan dilengkapi dengan undang-undang,
yang mengatur pokok-pokoknya saja, yang lebih diutamakan hukum
kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Karakteristiknya
bersifat analisis kasus (case analysis), penekanan pada prosedural
(procedural emphasis) dan fleksibel (flexibility). Negara Inggris dan
Ameriksa Serikat mempraktikkan sistem hukum ini;

3. Islamic law, adalah sistem hukum yang bersumber dari syariah Islam
dengan merujuk dari Al-Quran dan hadits dan bersifat tetap dan tidak
berubah. Karakteristiknya bersifat statis (law is static), berdasarkan
pada agama (religious based) dan mempengaruhi kehidupan sehari-
hari (affects day to day life). Pengembangan hukum Islam ini
dilakukan melalui kaidah-kaidah figh sebagai norma-norma hukum
yang merupakan hasil pemikiran manusia jika norma-norma dan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Quran dan hadits hanya
mencantumkan hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja. Kaidah-kaidah
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figh ini memiliki sifat dapat berubah-ubah guna menyesuaikan
dengan tempat dan waktu, serta kasusistis (case by case);

4. Socialist law, adalah sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan
ideologi komunis yang dipraktikkan di negara-negara sosialis.
Karakteristiknya sebagai kelanjutan dari ideologinya komunis
(furthers communist ideology), bersifat birokratis (bureaucratized)
dan meminimalisir hak-hak pribadi (minimizes individuality);

5. Sub-Saharan Africa, adalah sistem hukum yang diterapkan di negara-
negara Afrika sebelah Selatan Gurun Sahara di Afrika. Karakteristiknya
bersifat orientasi komunitas (community oriented), hukum kebiasaan
(customary rules), dan meminimalisasi individualitas (minimizes
individuality);

6. Far east law, adalah sistem hukum Timur Jauh yang merupakan
perpaduan antara sistem civil law, common law, dan hukum Islam
yang berbasis pada fundamental masyarakat. Karakteristiknya,
penekanan pada harmoni dan tatanan sosial (stresses harmony and
social order), penghindaran dari proses hukum (shuns legal process)
yang bersifat birokratis (bureaucratized) (Suherman, 2004) (Muchsin,
2004).

Sementara itu Ade Maman Suherman sendiri berpendapat lain
ditinjau dari segi yang membuat, sistem hukum di dunia dapat
dikelompokkan dalam:

e Kelompok sistem hukum yang diciptakan oleh manusia sebagai
positivisme (man made law), misalnya sistem kode sipil, common law
system, dan sistem hukum sosialis hukum;

e Kelompok sistem hukum yang bersumber dan dibuat merujuk pada
teori atau hukum alam (natural law), yang berprinsip bahwa hukum
tidak dibuat tetapi untuk ditemukan (law is not made but to be found);

¢ Kelompok kombinasi antara sistem hukum buatan manusia (man
made law) dan sebagian berasal dari law of God. Norma hukum Islam
sebagian merupakan ketentuan hukum dari Tuhan dan Sunah yang
sifatnya permanen dan sebagian lainnya ditafsirkan oleh manusia
menggunakan metode tertentu (istinbath), bersifat konsteksual,
adaptif dan responsive;
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e Kelompok sistem hukum yang dibuat berdasarkan pada nilai-nilai
lokal, yakni sistem hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal yang
tertulis dan tidak tertulis (Suherman, 2004).

Apabila dipilah dan dicermati sistem-sistem tersebut dapat
diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu: (1) Kelompok hukum yang
diciptakan oleh manusia (man made law atau human law), dan (2)
Kelompok hukum yang merupakan petunjuk dari Tuhan kepada manusia
(god made law) yang tidak mungkin diubah, seperti hukum Islam. Man
made law adalah ide-ide dan perintah-perintah yang diekspresikan dalam
kata-kata, yang dibangun oleh akal. Akal dan hukum menafsirkan masa
dulu, sekarang maupun mendatang, serta mengantisipasi perbuatan-
perbuatan yang telah dikenal dan kejadian-kejadian yang belum pernah
dialami. Pencitraan kalau hukum Islam merupakan sebuah hukum yang
statis merupakan pemahaman yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh
kekurangpahaman para ahli hukum barat terhadap metode penetapan
hukum dalam hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam memiliki area
yang memang tidak memungkinkan diamandemen yang sifatnya dogmatik
dan ada wilayah yang memperbolehkan metode penetapan hukum yang
melahirkan hukum-hukum baru (Suherman, 2004).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, dapat melihat
dua keluarga hukum besar, yakni: Romawi Jerman dan common law lebih
banyak mempengaruhi dan menguasai sistem hukum nasional di dunia ini.
Hal demikian sedikit banyak disebabkan oleh adanya pertalian
kesejarahan, di mana pada masa yang lalu bangsa-bangsa Eropa, seperti
Belanda, Prancis dan Inggris mempunyai banyak daerah jajahan di seluruh
dunia, sehingga tidak heran jika terjadi resepsi hukum penjajah oleh
negara jajahan. Namun sebaliknya, Inggris dengan hukum common law
tidaklah demikian, karena common law tumbuh dan berkembang secara
sendiri.

Berdasarkan kepada pola pikirnya, sistem common law tumbuh dan
berkembang secara mandiri. Sebagai negara penjajah, maka hukum pun
juga di resepsi secara sukarela ke dalam hukum bangsa atau negeri
jajahannya, tidak seperti Belanda yang meresepsikan hukumnya dengan
paksa dan kekerasan terhadap anak negeri yang dijajahnya, yaitu Hindia
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Belanda. Kendati pun pertumbuhan dan perkembangan hukumnya
berbeda, namun kedua keluarga hukum besar ini dalam proses evolusinya
mengalami suatu hubungan diantara mereka, sehingga lama kelamaan
terjadi saling pendekatan atau pertautan dalam cara berpikir yang
membawa hasil yang hampir bersamaan. Keadaan tersebut membawa
tendensi kepada pandangan untuk menggabungkan sistem civil law dan
sistem common law menjadi satu keluarga hukum saja, yaitu hanya
keluarga hukum Eropa daratan.

Sardjono menyatakan, bahwa kecenderungan ini menjadi lebih besar
lagi karena dalam kenyataan terdapat berbagai sistem hukunfZhegara di
dunia yang tidak dapat dimasukkan dalam atau disebut sebagai sistem civil
law maupun sistem common law, karena kedua sistem hukum ini
mengandung baik unsur hukum Romawi Jerman maupun unsur common
law. Selain itu, sistem-sistem hukum tersebut dapat dihadapkan terhadap
keluarga hukum sosialis yang dijiwai oleh ajaran-ajaran yang berbau
marxisme (Sardjono, 1991). Di luar tiga kelompok keluarga hukum
tersebut, terdapat keluarga hukum lain, yang disebut dengan keluarga
sistem hukum bertradisi campuran (hybrid or mixed jurisdictions), yang
dipraktikkan di Seychelles; Afrika Selatan; Louisiana, Amerika Serikat);
Filipina; Yunani; dan Quebec, Kanada, serta Puerto Rico (Shidarta, 2013).

E. KARAKTERISTIK KELUARGA HUKUM DI DUNIA
1. Perbedaan Civifaw System Dan Common Law System

Secara umum karakteristik sistem civil law dibandingkan dengan
sistem common law sebagai berikut:

No Karakteristik Sistem Civil Law Sistem Common
Law

1. | Model penalaran hukum | Berpikir secara | Berpikir secara
abstrak  (umum), | kongkrit, insidentil-
konseptual dan | kasuistis, dan
simetris pragmatis

2. | Fungsi hukum dalam Aspek policy- Aspek litigious

rangka mengkonsepsi directing (prevensi) | (represif)
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hukum

3. | Konsep hukum

* Dirumuskan
secara rasional,
logis, dan
sistematis
berdasarkan
pada postulat
hukum tertentu

* Merumuskan
berbagai
terminologi
hukum yang
bersifat umum
namun
mencakup
berbagai
perbuatan dan
tingkah laku
dalam
masyarakat

Dirumuskan secara
kongkrit dan
praktis
berdasarkan fakta-
fakta pada perkara

4. | Klasifikasi/
pembidangan hukum
(struktur hukum)

Secara tradisional
membedakan

hukum privat dan
hukum publik

Dibedakan atas
sistem common
law dan sistem
equity law, trust,
real property,
bankcruptcy, dan
seterusnya

5. | Pembentukan hukum
(rechtsvorming)

Proses legislasi
melalui forum
badan legislatif,
melibatkan
kalangan
universitas

Dibentuk/
diciptakan oleh
badan-badan
peradilan (hakim
pengadilan)
dengan merujuk
pada custom law

6. | Sistematik hukum

Tersusun secara

Dihimpun dalam
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sistematis dalam himpunan

sistem kodifikasi (compendium)

hukum (hukum

tertulis)

7. | Pendekatan logika * Menggunakan = Menggunakan
berpikir hukum pendekatan pendekatan
deduktif (umum- induktif (khusus-
khusus) umum)

» Penelaahan kasus | = Bermuara pada
kongkrit kasus-kasus
bermuara pada kongkrit di muka
aturan hukum pengadilan
yang abstrak/
umum

8. | Sumber hukum Perundang- Putusan hakim
(substansi hukum) undangan pengadilan (case
law)
9. | Sistem/proses peradilan | Menganut sifat Menganut
inkuisitorial adversary system

(interogasi) dan (perlawanan),

hakim bersifat aktif | hakim sebagai

dan pemutus wasit, dan sistem
perkara jury

10. | Fungsi hakim Menafsir/ Pembentukan

penemuan hukum | hukum, bertindak

sebagai legislator,
membuat hukum
sendiri (judge
made law)

11. | Kekuatan mengikat Hakim bebas dan Hakim terikat
putusan hakim tidak terikat pada dengan doktrin
pengadilan putusan-putusan precedent/ stare

pengadilan decisis

sebelumnya sesuai

dengan doktrin res
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ajudicata
12. | Mengenal tidak prinsip Prinsip hukum Case law (perkara-
hukum perkara hukum)
13. | Peranan universitas/ Melibatkan Sebagai alat bantu
ahli hukum kalangan dalam
universitas/ ahli pembentukan
hukum melalui hukum
doktrin hukum
(legal writing)
sebagai sumber
hukum

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber pustaka

2. Sistem Hukum Sosialis

Walaupun sistem hukum sosialis merupakan salah satu kelompok
keluarga hukum, namun pandangan ahli barat menganggap hukum sosialis
bagian atau anggota civil law atau sub spesies civil law (Cruz, 2010).
Hukum sosialis ini merupakan hukum yang berakar pada teori sosial-
ekonomi Marxis-Leninis dan hukum Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet
pada akhir abad ke-20, tinggal Cina, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam
yang menganut paham sosialis. Seiring dengan itu karakteristik hukum
sosialis mulai memudar setelah berakhir era perang dingin. Namun, pada
awal abad ke-21, minat terhadap hukum sosialis tampak kembali (Bui,
2019). Hukum sosialis telah mengadopsi konsep judicial dalam sistem
hukumnya, misalnya negara Vietnam menciptakan peradilan formal dan
fungsional, negara Laos memberdayakan Supreme Pengadilan untuk
mengembangkan hukum, dan negara Cina mengadopsi praktik seperti
common law (Bui, 2019). Keluarga hukum sosialis tersebut mungkin sudah
mati dan dikubur, namun tidak dengan tradisi hukum sosialis yang masih
terlihat pada hukum Polandia, terutama di bidang metodologi hukum
(Manko, 2014).

Dalam sistem hukum sosialis, alat-alat produksi berada dalam
penguasaan dan pengawasan negara berdasarkan prinsip kolektivisme.
Semua hukum sosialis merupakan hukum publik, kepentingan umum dan
negara di atas kepentingan individu. Kalau perlu demi tegaknya
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kepentingan negara, kepentingan individu akan dikorbankan. Segala
sesuatu diukur berdasarkan kepentingan umum dan negara, yang tentu
saja ukurannya di tangan penguasa. Oleh karenanya kepentingan negara
tidak lebih identik daripada kepentingan penguasa itu sendiri dalam
menjalankan kekuasaannya. Fungsi-fungsi hak milik pribadi harus
ditundukkan kepada kepentingan nasional, artinya alat-alat produksi milik
pribadi tidak dapat dipunyai oleh individu-individu, karena semuanya
berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara, sehingga hubungan
dan norma hukum yang timbul tidak lain daripada norma-norma hukum
yang bersifat publik, yang akan selalu dikaitkan dengan kepentingan
nasional.

Lahirnya sistem hukum sosialis menyebabkan timbulnya masyarakat
yang menganut ajaran sosialis fundamentalis yang mengutamakan
kolektivisme mutlak. Negara vyang berideologi sosialis komunis,
menempatkan hukum hanya dilihat dan diperlakukan sebagai alat atau
instrumen politik, sehingga hukum hanya dipergunakan untuk melindungi
kepentingan penguasa belaka. Kepentingan politik dari penguasa ditopang
oleh partai politik yang berideologi komunis, bahkan tidak menutup
kemungkinan partai politik akan lebih berkuasa dalam sistem
pemerintahan. Akibatnya keputusan atau kebijakan partai komunis, itu
juga menjadi keputusan pemerintah. Dominasi yang kuat partai politik
melalui kekuasaan pemerintahan mengakibatkan tidak terjadi pemisahan
atau pembagian kekuasaan dalam negara yang berpaham sosialis komunis.
Saat itu hukum tidak dapat berjalan sesuai due process of law, jangan
harap hak asasi manusia akan menjadi terlindungi (Hutabarat, 2020).

Dalam sistem hukum sosialis, hukum dan negara itu ditentukan oleh
dan tunduk kepada struktur ekonomi dari masyarakatnya serta tujuan
ekonomi dan politik dari negara yang bersangkutan. Teori marxisme-
leninisme mengagungkan primasi hubungan ekonomi dalam masyarakat.
Hak milik pribadi berupa modal dihapus dan gantinya adalah hak
kepemilikan bersama atas alat-alat produksi guna menciptakan kesetaraan
dan kebersamaan dalam hubungan-hubungan sosial (Cruz, 2010).
Karakteristik hukum sosialis, yaitu:

a. Hapusnya hak milik privat dan kelompok sosial ditransformasi
menjadi tatanan komunistik;
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b. Sistem kepartaian didominasi oleh partai politik tunggal;

c. Kedudukan hukum sebagai subordinasi guna mewujudkan sebuah
tatanan ekonomi baru (economic new), karenanya hukum privat di
absorbsi di bawah hukum publik;

d. Mempunyai karakter sebagai pseudo-relijius;

e. Lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif (Cruz, 2010).

Lebih lanjut karakteristik aturan hukum sosialis lainnya, yaitu:

a. Merupakan pernyataan keinginan penguasa, yang disokong oleh
negara sebagai alat penguasa. Dengan alat itu dan dibantu aturan-
aturan hukum, penguasa akan lebih melindungi kepentingan kelasnya;

b. Baik negara ataupun hukum hanyalah sebagai alat kediktatoran kelas
penguasa, termasuk sekalipun di negara yang paling demokratis;

¢.  Hukum berfungsi sebagai "Superstruktur” yang digariskan oleh alat-
alat produksi, dimiliki oleh masyarakat dan diatur dalam
hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu, bukan
oleh kepentingan para penikmat keuntungan individu;

d. Bangunan hukum didasarkan dan mencerminkan fondasi ekonomi
kerakyatan (Bogdan, 2010).

3. Sistem Hukum Adat

Istilah hukum adat sudah ada semenjak kepulauan Nusantara ini
dihuni pelbagai anggota masyarakat yang membentuk persekutuan-
persekutuan hukum dalam wilayahnya. Secara yuridis istilah hukum adat
dipergunakan pada zaman kolonial Hindia Belanda di bawah Indische
Staatsregeling pada tahun 1929. C. Snouck Hurgronye, ahli Belanda yang
pertama kali memperkenalkan istilah “Adat recht” pada tahun 1894, yang
kemudian diperkenalkan Cornelis van Vollenhoven sebagai istilah
akademik dalam karyanya berjudul Adat Recht van Nederlandsch Indie
(Hukum Adat Hindia Belanda). Adatrecht ini merupakan aturan-aturan
hukum tidak tertulis dari penduduk Indonesia asli, bahkan termasuk
penduduk Timur Asing.
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Hukum adat Indonesia sangat jauh berbeda dengan sistem barat,
terkecuali dengan common law yang dalam beberapa hal ternyata
mempunyai kesamaan. Soepomo menyebutkan karakteristik sistem
hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat, yakni:

a. Tidak mengintrodusir pembedaan hak atas “Zakelijke rechten” (hak
kebendaan) dan “Persoonlijke rechten” (hak perorangan).
Pelindungan hak dalam hukum adat ada di tangan hakim, hakimlah
yang akan mempertimbangkan tentang berat ringannya kepentingan
hukum vyang saling bertentangan serta berhadapan itu di muka
pengadilan

b. Tidak mengadakan perbedaan atas ‘Blibliek recht” (hukum publik)
dan “Privaatrechts” (hukum privat), atau jika hendak mengadakan
pembagian antara peraturan-peraturan hukum adat yang bersifat
“Publik” dan peraturan-peraturan hukum adat yang mengenai
lapangan “Privat”, batas-batas kedua lapangan tersebut berlainan
dibandingkan dengan batas-batas antara bidang hukum publik dan
bidang hukum privat pada sistem hukum Eropa/ Belanda;

c. Tidak ada perbedaan atas pelanggaran pidana dan perdata, setiap
pelanggaran hukum adat memerlukan pembetulan hukum kembali
dan oleh karena itu hakim (kepala adat) akan memutuskan agar adat
(adat reaksi) apa yang wajib dipergunakan guna memulihkan
pelanggaran hukum tersebut (Soepomo, 1977).

Lebih lanjut secara normatif, hukum adat Indonesia secara umum
mempunyai corak atau ciri-ciri sebagai berikut:

a. Bercorak atau bersifat tradisional atau turun-temurun, sejak era
nenek moyang sampai kepada anak cucunya, hukumnya masih sama
dan dipertahankan berlakunya oleh masyarakat adat yang
bersangkutan.

b. Bercorak religius dan agamis, mengandung norma-norma hukumnya
bertalian dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan/atau
berdasarkan pada keyakinan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Bercorak komunal, yakni lebih mengutamakan kepentingan bersama
(gotong royong), kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan
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bersama. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan
yang lain didasarkan pada rasa kebersamaan dan kegotongroyongan.

d. Bercorak kongkrit dan nyata (visual), bahwa hukum adat berarti jelas,
nyata, berwujud, dan dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak
tersembunyi. Selaras dengan sifat hubungan hukum dalam hukum
adat itu, yakni “Terang dan tunai”, artinya tidak samar-samar, terang
disaksikan, dilihat, dan didengar pihak atau orang lain.

e. Bercorak dapat berubah serta menyesuaikan sesuai dengan realitas
zaman (Irwansyah, 2020).

4. Sistem Hukum Islam

Sebutan lainnya dari "Islamic law system” adalah sistem hukum
syariah (syariah law sytem) atau pustaka barat menyebut dengan
istilah "Islamic jurisprudence”. Sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan
Al-Hadits, yang kemudian diperlengkapi dengan ijma dan giyas. Tidak
hanya mengatur soal ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), hukum
Islam mengatur pula hubungan hukum antara manusia dan manusia,
terkait dengan soal muamalah.

Merujuk pada Surah An-Nisa’ (4) ayat (59), sumber (nilai) hukum
Islam meliputi Al-Quran, Sunnah atau Hadits Nabi dan ra'yu (penetapan
akal yang didasarkan kepada kedua sumber yang pokok tersebut), dalam
hal ini termasuk penetapan ulil amri (penguasa) yang berwenang. Sebagai
sumber hukum Islam yang bersifat umum, maka Al-Quran diperjelas dan
diperinci lebih lanjut dalam As-Sunnah atau Al-Hadits Rasulullah, yang
dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan hukum Islam jika Al-Quran
tidak mengaturnya, namun kewenangan penetapan hukumnya cukup
ditetapkan oleh Rasulullah sendiri, karena menyangkut soal sosial
kemasyarakatan. Soal-soal yang berhubungan dengan ibadah dan akhirat,
penetapannya lewat Al-Quran dan Rasulullah, sedangkan hal-hal lain yang
berhubungan dengan duniawi biasanya lebih banyak diserahkan kepada
manusia atau umat manusia untuk mengaturnya, karena lebih mengetahui
apa yang akan dibutuhkannya. Jika terjadi perselisihan pendapat
mengenai penetapan sesuatu hukum, maka hendaknya dikembalikan
kepada kaidah-kaidah umum dan pokok yang terdapat dalam Kitabullah
dan Sunah Rasulullah, artinya selama hal itu tidak ditentukan lain dalam
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Kitabullah maupun Sunah Rasulullah, maka manusia atau umat manusia
boleh menetapkan sendiri asal bersesuaian atau tidak bertentangan
dengan kedua sumber asasi dari syariat hukum Islam tersebut.

Sistem hukum Islam juga mempunyai corak tersendiri sebagai
karakteristiknya, sebagai pembeda dibandingkan dengan sistem hukum
lainnya, yaitu:

1. Asal mula hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits
sepanjang ditemukan nash-nash di dalamnya. Kalau tidak, kaidah
hukum Islam juga merujuk pada hasil ijtihad hasil menafsirkan teks-
teks kitab suci, mengacu pada Al-Quran dan sunah Rasulullah;

2. Peraturan-peraturan hukum Islam ditetapkan oleh dorongan agama
dan moral serta mengikuti faktor-faktor kemanusiaan;

3. Sanksi/ balasan pelanggaran hukum Islam bersifat dunia dan akhirat
(dosa);

4. Pengaturan hukum Islam lebih bersifat komunal;

5. Kaidah hukum Islam disesuaikan dengan perkembangan lingkungan,
waktu, dan tempat;

6. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur, memberikan kemudahan
bagi kehidupan privat dan publik serta membahagiakan dunia
seluruhnya; dan

7.  Kaidah hukum Islam lebih bersifat ta’agquli (rasional atau diterima
oleh akal) dan ta’abbudi (Marzuki, 2013).

Selain mengatur soal-soal yang berhubungan dengan rohaniah atau
ibadah, Al-Quran mengandung pula pokok-pokok hukum perkawinan
(munakahat), hukum kewarisan (faraidl), hukum perjanjian (muamalah),
hukum pidana (ugubat atau jinayah), hukum tata negara, hukum
humaniter, hukum antar bangsa-bangsa dan sebagainya. Lazimnya hukum
Islam tersebut dibagi dalam empat bagian, meliputi hal ibadah,
munakahat (nikah, talak, dan rujuk), dan mu’amalat (jual beli, gadai,
perjanjian), serta uqubah (pidana, pengadilan) (Depag, 1984).

Beberapa mazhab (aliran Hukum) dalam hukum Islam, yang diakui
memiliki otoritas tertinggi serta mempunyai pengikut terbesar hanya
empat mazhab, yaitu: (1) mazhab Hanafi, dipelopori Imam Abu hanifah
(70-150 hijriah); (2) mazhab Maliki, dipelopori Imam Malik ibn Anas (93-
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179 hijriah); (3) mazhab Syafi'i, dipelopori Imam Mohammad Idris Al Syafi’i
(150-204 hijriah); dan (4) mazhab Hanbali, dipelopori Imam Ahmad ibn
Hanbal (164-241 hijriah) (Harjono, 1968). Selain ajaran-ajaran hukum
Islam dari imam-imam mazhab empat yang terkenal ini yang telah
mendapatkan penganutnya masing-masing yang relatif cukup besar di
seluruh antero dunia ini, juga adalah mazhab Syi‘ah. Ternyata pada abad
sekarang ini tiada satu pun ajaran mazhab-mazhab itu yang sepenuhnya
berlaku sebagai hukum positif (Harjono, 1968).

F. POLITIK HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kajian hukum dapat ditilik dari perspektif politik, yang melahirkan
studi hukum tentang rechtspolitiek. Mengenai kedudukan politik hukum
dalam kajian hukum diterangkan oleh E. Utrecht yang menyatakan sebagai
berikut
Hukum menjadi juga objek politik, yaitu objek dari politik hukum.
Politik hukum berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan
menentukan bagaimana seharusnya manusia bertindak. Politik
hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan
dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan
kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu ius constituendum
(hukum yang akan berlaku) dan berusaha ius constituendum itu pada
hari kemudian berlaku sebagai ius constitutum (hukum yang sedang
berlaku) yang baru (Utrect, 1983).

Demikian juga Satjipto Rahardjo memasukkan politik hukum bagian
dari bidang-bidang studi hukum, yang menerangkan sebagai berikut:

Politik hukum juga sebagai suatu aktivitas memilih dan cara kehendak
dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Hukum akan
berhadapan dengan persoalan yang serupa, terdapat keharusan
untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun cara-cara
yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Ke semua hal
ini termasuk ke dalam bidang studi politik. Politik hukum merupakan
salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika
penyesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya,
karena ia diarahkan menjadi iure contituende, hukum yang
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seharusnya berlaku. Bagian yang substansial dari kajian politik hukum
ini terletak mengenai teknik-teknik perundang-undangan (Rahardjo,
2010).

Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah “Kebijakan
penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah,
bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang
akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu” (Wahjono, 1986).
Pendapat lainnya, Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik
hukum itu adalah “Pernyataan kehendak penguasa negara mengenai
hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah ke mana hukum
hendak diperkembangkan” (Radhie, 1973). Selanjutnya, Moh. Mahfud MD
menyatakan, bahwa “Politik hukum mencakup proses, pembuatan dan
pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana
hukum akan dibangun dan ditegakkan” (MD, 2001). Dengan kata lain
kajian politik hukum ini adalah menstudi kebijakan hukum (legal policy)
yang akan menentukan ke arah mana, kemudian berkaitan dengan bentuk
serta isi hukum yang nantinya dibentuk pada suatu masa tertentu.
Berdasarkan kajian politik hukum dapat diketahui pernyataan kehendak
negara tentang arah pembinaan dan pembangunan hukum nasional yang
akan dilaksanakan oleh negara.

Politik hukum nasional Indonesia dapat dijumpai dalam konstitusi.
Namun dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
(UUD 1945) tidak dijumpai adanya satu pasal pun yang menyebutkan
tentang politik hukum nasional Negara Republik Indonesia. Meskipun
tidak ada pasal yang dimaksud, kehadiran Aturan Peralihan dapat diartikan
sebagai menentukan adanya politik hukum dari negara Republik Indonesia,
kendati sifatnya sementara. Melalui perantaraan Pasal Aturan Peralihan
UUD 1945 tersebut telah memberi dasar hukum untuk berlakunya politik
hukum Hindia Belanda, sekedar untuk mengisi kekosongan hukum dan
tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945 (Hadisoeprapto, 2008).

Berlainan sekali dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 (UUDS 1950), ditemukan sebuah pasal yang berisikan
politik hukum Negara kesatuan Republik Indonesia pada waktu itu,
terdapat dalam Pasal 102. Berdasarkan Pasal 102 UUDS 1950 ini, diketahui
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Negara Republik Indonesia di bawah naungan UUDS 1950 menghendaki
dikodifikasikannya hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum
dagang, hukum pidana dan hukum pidana militer, hukum acara perdata
dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan pengadilan. Oleh karena
itu, Pasal 102 UUDS 1950 dikenal dengan sebutan sebagai pasal kodifikasi
hukum (Hadisoeprapto, 2008). Perkembangan berikutnya mengenai ke
arah mana hukum Indonesia akan dikembangkan didasarkan pada sistem
GBHN. GBHN menghendaki pembangunan dan pembinaan hukum
nasional dilakukan melalui politik kodifikasi dan unifikasi di bidang-bidang
hukum tertentu dengan tetap memperhatikan tingkat kesadaran hukum
masyarakat dan  perkembangannya. Selain itu, GBHN tetap
mempertahankan berlakunya hukum agama dan hukum adat, sesuai
dengan syariat Islam dan aturan-aturan setempat dari masyarakat dan
budaya-budaya hukum yang ada di wilayah Nusantara (Ali, 2014).

Sistem GBHN, pada pascareformasi tahun 1998 ditinggalkan, rencana
pembangunan, termasuk pembangunan hukum nasional dipandu melalui
undang-undang, kemudian lahirlah konsep Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJP), yang selanjutnya dibagi ke dalam rencana
pembangunan jangka menengah yang dihitung perlima tahunan (RPJM)
dimulai pada tahun 2005-2009, dan kemudian sebagai panduan Presiden
dalam memimpin selama 5 tahun (Wardani, 2018). Saat ini melalui Badan
Pembinaan Hukum Nasional telah disusun dan dipersiapkan sebuah
dokumen yang berisikan tentang arah pembangunan hukum ke depan
sebagai sebuah Grand Design Pembangunan Hukum Nasional. Fungsinya
sebagai instrumen perencanaan bagi arah pembangunan hukum demi
terwujudnya sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan
berdasar pada UUD 1945. Dalam Dokumen Grand Design Pembangunan
Hukum Nasional ini akan tergambar tentang: (1) Visi, (2) Misi, (3)
Permasalahan, (4) Tantangan, (5) Agenda, dan (6) Strategi Pembangunan
Hukum Nasional (SPHN) yang menjadi proyeksi pembangunan di bidang
hukum sampai dengan tahun 2045.
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G. RANGKUMAN MATERI

Perbendaharaan perkataan sistem, asal katanya gerasal dari bahasa
Latin “Systéma” dan bahasa Yunani "Sustema”, yang “:Iefinisikan sebagai
suatu perangkat atas komponen-komponen atau unsur yang secara
teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas guna
mencapai tujuannya. Dalam sistem terdapat sejumlah unsur atau tatanan
yang bersifat ajeg dan mempunyai fungsi masing-masing secara fungsional,
baik untuk komponennya sendiri maupun antar unsur atau tatanan secara
keseluruhan. Demikian pula dengan peraturan-peraturan hukum positif
yang ada tampaknya berserakan dan berdiri sendiri, namun pada
hakikatnya diikat oleh suatu asas dan cita hukum, yang pada gilirannya
membentuk sebuah sistem hukum. Setiap dalam sistem hukum itu terdiri
atas empat komponen, meliputi: (1) Struktur hukum, (2) Substansi/ materi
hukum, (3) Budaya hukum dan (4) Sarana dan prasarana hukum.

Adanya perbedaan mengenai pengorganisasian, klasifikasi, dan model
pemikiran hukumnya beserta sumber hukumnya, melahirkan aneka ragam
sistem hukum di dunia ini, lazimnya dapat dikualifikasikan sebagai
“Keluarga hukum” tertentu (legal family, legal families, familles de droits,
atau rechts familie. Pengelompokan sistem hukum suatu negara ke dalam
salah satu keluarga hukum yang ada di dunia ini didasarkan pada adanya
beberapa persamaan, yaitu karena kebutuhan yang bersifat universal dan
khusus, adanya pertautan sejarah, dan adanya persamaan ideologi/politik
negara.

Pengelompokan berbagai keluarga hukum yang ada di dunia ini,
selain didasarkan pada prinsip teknis, juga didasarkan kepada non teknis,
yang pula mempengaruhi pembentukan dan pembaharuan sistem hukum
negara yang bersangkutan. Berbagai sistem hukum nasional suatu negara
dapat dikeloma)kkan ke dalam salah satu keluarga hukum yang ada di
dunia, yaitu: (1) Keluarga Hukum Eropa kontinental/Romawi Germania
(Romano-Germanic farflly), (2) Keluarga Hukum common law/ anglo
saxon/ anglo America (common law family), (3) Keluarga Hukum Sosialis
(family of socialist law), dan (4) Keluarga Hukum Agama dan Tradisi.
Adanya persamaan sistem hukum ini tidak menutup kemungkinan terjadi
adopsi hukum asing ke dalam pembinaan dan pembangunan sistem
hukum nasional suatu negara, baik yang diadopsi itu berkaitan dengan
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aturan hukum, prinsip hukum dan kelembagaan hukum serta prosedur
hukumnya.

TUGAS DAN EVALUASI

Petunjuk

Pertanyaan berikut ini, diberikan jawaban secara singkat, jelas dan
padat. Seandainya Saudara dapat menjawab secara terperinci dan tepat
serta tidak lebih 30 (tiga puluh) kata, maka Saudara-saudari telah
menguasai 90% bahan dari bab ini.

Pertanyaan

1. Bedakan pengertian sistem hukum dan keluarga hukum, mana yang
lebih luas maknanya, jelaskan dengan memberikan contohnya.

2. Karakteristik civil law menganut sistem kodifikasi hukum, bahkan
unifikasi hukum dalam pembentukan hukumnya. Apa yang menjadi
dasar pemikirannya dianutnya sistem kodifikasi hukum sebagai
sumber hukum utama dalam civil law.

3. Karakteristik common law menganut ajaran “Stare decisis” (prinsip
precedent), di mana hakim dalam mengadili sebuah perkara harus
merujuk pada yurisprudensi sebelumnya. Mengapa demikian,
seandainya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, apakah
yurisprudensi sebelumnya dapat dikesampingkan, jelas jawabannya.

4. Ditinjau dari perspektif keluarga hukum, sistem hukum Indonesia
termasuk keluarga hukum yang mana, jelaskan jawabannya.

5. Di Indonesia dikenal pula sistem hukum adat, yang eksistensi sudah
ada sebelum sistem hukum perdata Eropa dan sistem hukum Islam.
lika dibandingkan dengan common Jlaw, apakah mempunyai
persamaan, jelaskan jawabannya.
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Pengantar

ILMU
HUKUM

lIimu hukum merupakan batasan yang diberikan terhadap kajian iimu
hukum. Definisi iimu hukum kemudian menjadi perscalan yang terlebin dahulu
harus dijawab cleh para sarjana hukum sebelurm mendefinisikan hukum itu sendir,
Oleh karena hukum felah berkembang menjadi imu pengetahuan yang sangat
maiju dan tak pemah putus sebagai bahan kajian. llmu hukum telah berkernbang
begitu cepat dan para sarjana hukum felah membagi iimu hukum sebagai
bagian otau salah satu iimu sosial. Definisi iimu hukum menjadi penting oleh
karena dengan adanya definisi iimu hukum kita dapat dengan mudah
mempelgjari dan pada gilirannya memahami ilmu hukurn itu sendir. Maka dari
itub iimu hukurm akan mempelajar semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya
mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-
sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalom masyarakat,
limu hukum sebagai iimu yang mempunyai objek hukum menelaah hukum
sebagai suatu gejala atau fenomena kehidupan manusia dimanapun didunia ini
darl masa kapanpun. Seorang yang berkeinginan mengetahui hukum secara
mendalam sangat perlu mempelagjari hukum itu dari lahir, fumbuh dan
berkermbangnya dari masa ke masa sehingga sejarah hukum besar perannya
dalam haltersebut.

Tujuan Pengantar Imu Hukurm adalah menjelaskan tentang keadaan, inti
dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukumn, serta pertalian antara
berbagai bagian fersebut dengan iimu pengetahuan hukum. Adapun
kegunaannya adalah untuk dapat memahami bagian-bagian atau jenis-jenis
iimu hukurn lainnya, Kedudukan Pengantar limu Hukum merupakan dasar bagl
pelajaran lanjutan tentang iimu pengetahuan dar berbagai bidang hukum.
Sedangkan kedudukan dalam kurikulum fakulias hukum adalah sebagai mata
kuliah keahlian dan keilmuan. Oleh karena itu pengantar iimu hukum berfungsi
memberikan pengertian-pengertion dasar baik secara garis ‘besar maupun
secara mendalom mengenail segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum,
Selain ifu juga pengantar iimu hukum juga berfungsi pedagogis yakni
menumbuhkan sikap adil dan membangkitkan minat untuk denagan penuh
kesungguhan mempelajari hukum,
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PENDAHULUAN

Bangunan hukum terdiri atas komponen-komponen hukum yang merupakan sistem hukum.
Komponen-komponen sistem hukum saling terhubung dan berinterasi guna mencapai tujuan
tertentu sesuai dengan politik hukum nasional. Di dunia ini terdapat berbagai sistem hukum,
yvang memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan karakteristik yang melekat padanya, suatu
sistem hukum nasional dapat digolongkan sebagai bagian dari keluarga hukum tertentu.
Berbagai keluarga hukum tersebut dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan dan
pembaharuan sistem hukum nasional pada suatu negara. Keluarga hukum dimaksud meliputi
sistem civil law, sistem common law, sistem socialist law, sistem adat rechts, dan sistem Islamic
law. Uraian bab ini dapat memperluas wawasan mengenai kultur dan karakteristik berbagai
keluarga sisterm hukum di dunia tersebut. Prinsip-prinsip dasar dari berbagai keluarga sistem
hukum tersebut dapat dijadikan bahan referensi untuk mengembangkan ius contituendum
melalui politik hukum pada suatu negara.

RINCIAN PEMBAHASAN MATERI

A. DEFINISI #8TEM HUKUM

Perkataan “sistem” (sistém) berasal dari bahasa Latin, yakni “systéma” dan bahasa Yunani,
yakni "sustéma”, artinya susunan yang teratur dan saling kait mengait antarkomponen
membentuk suatu pola tertentu secara keseluruhan. Masing-masing komponen bekerja sesuai
dengan fungsinya, demikian pula antarkomponen saling bekerjasama untuk meraih tujuan
tertentu.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem dalam berbagai makna, yaitu: (1) perangkat
unsur, yang secara teratur saling berkaitan membentuk suatu totalitas; (2) suatu susunan yang
teratur berupa pandangan, teori, asas, dan sebagainya; dan (3) metode (Depdikbud, 1988).
Sementara itu Winardi mengartikan, sistem adalah totalitas dari berbagai bagian (Winardi,
1986).

Berikutnya menurut Subekti, arti sistem itu, yaitu:
Suatu sistem adalah suatu susunan atau tataan yang teratur, suatu keseluruhan yang
terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu
rencana atau pola, hasil dari pemikiran, untuk mencapai tujuan. Dalam sistem yang baik,
tidak boleh terjadi pertentangan atau perbenturan antara bagian-bagian tersebut dan
juga tidak boleh terjadi duplikasi atau tumpang tindih (overlapping) diantara bagian-
bagian itu (Subekti, 1983).

Sedangkan Mariam Darus Badrulzaman memberikan definisi sistem, sebagai berikut:




Sistem adalah kumpulan asas-asas yang terpadu, yang merupakan landasan, diatas mana
dibangun tertib hukum. Asas-asas itu diperoleh melalui konstruksiyuridis (kongkrit) yaitu
dengan menganalisis (mengolah) data-data yang sifatnya nyata untuk kemudian
mengambil sifat-sifatnya yang sama atau umum (kolektif) atau abstrak. Proses ini dapat
juga dikatakan mengabstraksi (Badrulzaman, 1983 dan (Badrulzaman, 1987).

Sementara itu Rusadi Kartaprawira mengartikan sistem sebagai berikut:

Sistem sebagai suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur,
komponen, atau bagian yang banyak ini sama lain berada dalam keterikatan yang kiat
mengait dan fungsional. Masing-masing kohesif satu sama lain, sehingga ketotalitasan
unit terjaga untuk eksistensinya. Tinjauan ini menurut pandangan dari segi bentuk atau
form-nya, jadi, pengertian sistem, di samping dapat diterapkan pada hal yang bersifat
“immaterial” atau suatu “prosesimmaterial” (intangible), juga dapat diterapkan pada hal
yang “material” (tangible). Untuk yang bersifat “immaterial”, penguraian atau penentuan
“model”-nya lebih cenderung berfungsi sebagai alat analisis dan merupakan daya
imajinasi serta abstraksi peninjauan yang bersangkutan (Kartaprawira, 1989).

Selanjutnya Satjipto Rahardjo menyebutkan dua pengertian sistem, yaitu:

Sistem ini mempunyai pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam
pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu:
pertama, pengertian sistem sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu.
Tatanan tertentu menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian; dan
kedua, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.
Pemahaman umum mengenai sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks,
yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Penekanan pada ciri
keterhubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa
bagian-bagian tersebut bekerja bersama secara aktif untuk mencapai tujuan pokok dari
kesatuan tersebut. Pemahaman sistem sebagai metode dikenal melalui cara-cara
pendekatan terhadap suatu masalah yang disebut pendekatan-pendekatan sistem
(Rahardjo, 2010).

Demikian pula Tatang M. Amirin mengemukakan perumusan ciri-ciri pokok dari suatu sistem,
yakni:

Ada tujuan;

Terdapat "batas” (boundaries) yang memisahkan lingkungannya;

Sifatnya terbuka atau berinteraksi dengan lingkungannya;

Mempunyai berbagai sub sistem (komponen, bagian, atau unsur);

Merupakan kebulatan yang utuh dan padu (wholisme atau gestalt);

Terhubung dan ketergantungan intern maupun ekstern sistemn;

Ada input dan output, yang menghasilkan keluaran melalui “processor” atau
“transformator”;

Mengandung mekanisme kontrol berdasarkan umpan balik;

Dapat mengatur dan menyesuaikan ketika beradaptasi dengan lingkungan secara
otomatik (Amirin, 1984).
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Jadi, sistem adalah suatu susunan yang teratur secara sistematik dalam tatanannya sesuai
fungsi yang dimilikinya. Berbagai komponen, bagian, atau unsur dalam sistem itu saling
berinteraksi secara totalitas, baik secara fungsional dan saling keterhubungan antarkomponen
guna memproses input untuk menciptakan keluaran utuh dan padu. Sistem ini ada yang
tercipta secara alamiah dan ada yang sebagai hasil ciptaan berdasarkan pola atau rencana
tertentu. Sistem yang baik, akan dapat melakukan penyesuaian dirinya dengan lingkungan di




luarnya melalui mekanisme tertentu yang berfungsi memperlancar jalannya sistem yang
diciptakan tersebut guna mencapai tujuan yang telah disusun dan direncanakan.

Tampaknya aturan-aturan hukum berdiri sendiri dan terpisah tanpa ikatan, namun sebenarnya
dipertalikan oleh tuntutan etis yang merupakan asas hukum. Fungsinya memberikan penilaian
etis terhadap aturan hukum yang akan ditetapkan. Adanya pertalian oleh asas-asas hukum ini,
terbentuklah suatu sistem hukum. Aturan-aturan hukum yang berdiri sendiri dan terpisah itu
lalu terjalin dan terikat dalam satu susunan kesatuan mengingat bersumber pada satu induk
penilaian etis yang sama (Rahardjo, 2010).

Aturan hukum yang berserakan dan tersebar dalam berbagai produk legislasi dan regulasi pada
hakikatnya merupakan suatu sistem, karena didasarkan pada dasar idill yang sama yang
dinamakan dengan "asas hukum” yang memberikan tuntunan etis sebagai kehendak rakyat.
Lebih filosofi lagi, aturan-aturan hukum positif itu daya mengikat dan lakunya secara totalitas
diikat dalam suatu kesatuan ikatan yang etis oleh asas hukum dan cita hukum. Cita hukum ini
merupakan terjemahan dariistilah “rechtsidee”.

Sistem hukum merupakan terjemahan dari kata legal system (bahasa Inggris), het juridische
system (bahasa Belanda), atau das rechtssystem (bahasa Jerman). Kehadirannya mempunyai
arti yang sangat penting dalam menganalisis dan mengkaji berbagai keluarga hukum yang ada,
karena dengan adanya keluarga hukum tersebut dapat diketahui keberadaan, persamaan dan
perbedaan aturan-aturan hukum, prosedur, dan lembaga-lembaga hukum di dunia (Salim,
2019). Secara konsep dibedakan antara legal system dan legal tradition. John Henry dan Regolio
Perez Perdomo menyatakan “legal tradition” dimaknai "....deeply rooted historically
conditioned attitudes about the nature of law, the role of law in the society and the political
ideology, the organisation and operation of a legal system " (Merryman, 2007). Sementara

itu, “legal system” dimaknai *  a legal system is an operating set of legal institutions,

procedures and rules ..... a legal tradition puts the legal system into cultural perspective

{(Merryman, 2007). Di sini dibedakan, tradisi hukum adalah “sikap yang dikondisikan secara

historis yang berakar dalam tentang sifat hukum, peran hukum dalam masyarakat dan ideologi
politik, pengorganisasian dan operasional sistem hukum”; sementara itu pengertian sistem

hukum adalah seperangkat institusi, prosedur, dan aturan hukum yang beroperasi dan tradisi

hukum menempatkan sistem hukum dalam perspektif budaya” (Cruz, 2007). Dengan kata lain,

dalam tradisi hukum terdapat sistem hukum. Sistem hukum itu merupakan suatu tatanan

aturan hukum, prosedur atau proses hukum, dan kelembagaan hukum yang bertugas untuk

menafsirkan dan menegakkan hukum.

Batasan sistemn hukum dapat juga dalam definisi sempit dan luas. Pandangan ini dikemukakan
Winterton dalam “Comparative Law Teaching” (1975). Menurutnya sistem hukum dalam artian
sempit didefinisikan sebagai aturan dan lembaga hukum sebuah negara, seperti halnya hukum
Perancis. Pengertian yang luas, sistem hukum itu sebagai suatu filsafat yuristik dan teknik-
teknik yang digunakan oleh sejumlah negara secara umum di mana memiliki kesamaan sistem
hukum, misalnya keluarga common law system (Cruz, 2010). Berarti sistem hukum itu tidak
semata-mata hanya berkaitan dengan aturan dan prosedur hukum belaka, melainkan juga
mengandung prinsip-prinsip dan nilai-nilai etis sebagai patokan penilaian dan tingkah laku
masyarakat.

Sistem hukum tidak hanya dikonsepkan sebagai norma-norma hukum dan bagian-bagiangga,
namun juga dikonsepkan sebagai: pertama, sistem perilaku sosial, aturan, undang-undang?an
lembaga-lembaga karena dalam sistem hukum itu akan melibatkan interaksi antara pengambil
kebijakan, perancang, masyarakat, dan penegak hukum; dan kedua, otoritas sosial dan




kekuasaan, perbedaan normatif antara persyaratan dan sanksi, dan kelembagaan hukum.
Sistem hukum merupakan abstraksi tak terpisahkan dari masyarakat dan kenyataan-kenyataan
sosial yang merupakan subsistem dari sistem sosial (Salim, 2019).

Sudikno Mertokusumo menyebutkan suatu aturan-aturan hukum dikatakan sebagai sistem
hukum jika memenuhi karakteristik ini, yaitu:

1.
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Dirumuskan secara abstrak (konseptual);

Rumusan bersifat terbuka dan umum serta dapat ditafsirkan lebih luas;

Mengandung satu kesatuan unsur;

Rumusan bersifat konsisten (ajeg);

Rumusan kesatuan yang tidak mengandung konflik (kontradiksi);

Sistern hukum bersifat lengkap, ketidaklengkapan dilakukan melalui penafsiran dan
penemuan hukum;

Merumuskan konsep-konsep dasar atau fundamental sebagai pijakan dasar bagi
pengembangan konsep-konsep selanjutnya (Sudikno, 1996).

Demikian pula Lon L. Fuller melalui karyanya “The Morality of Law” (1971) mengetengahkan
teori “Principles of Legality”, memuat 8 prinsip untuk menentukan aturan-aturan hukum itu
merupakan suatu sistem hukum. Jika tidak dipenuhi kriteria ini, maka sistem hukumnya tidak
bersistem, bukan hanya dianggap sebagai sistem hukum jelek. Prinsip sistern hukum dimaksud,

yaitu:

1.

Memuat aturan-aturan hukum yang bersifat peraturan (regeling), bukan berupa
keputusan-keputusan yang ad hoc;

Keharuan mengumumkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan;

Dilarang berlaku surut (retroaktif), aturan hukum seperti ini tidak dapat dipergunakan
sebagai pedoman tingkah laku dan hal tersebut akan merusak integritas aturan yang
berlaku ke depan;

Rumusan norma hukum mudah dimengerti dan dipahami;

Aturan-aturan hukum yang disusun tidak boleh saling bertentangan;

Norma hukum yang dirumuskan dapat dilaksanakan sesuai dengan tuntutan sosial
masyarakat;

Dilarang mengubah-ubah aturan hukum agar tidak kehilangan orientasi;

Konsistensi antara aturan-aturan hukum dengan pelaksanaannya dalam keseharian
{Rahardjo, 2010).

Lebih lanjut H.L.AA. Hart menyebutkan dari segi substansi yang dimuatnya, ciri-ciri yang
mencolok dari setiap sistem hukum itu, yakni:

1.

Berisikan peraturan-peraturan hukum vyang berisikan larangan atau perintah
melakukan perbuatan hukum dengan sanksi tertentu;

Peraturan-peraturan hukum yang menuntut orang untuk memberikan penggantian
kerugian kepada orang-orang yang mengalamikerugian dengan cara tertentuy;
Peraturan-peraturan hukum yang berisikan perintah yang harus dikerjakan, seperti
kontrak, surat wasiat, atau tulisan lainnya yang memberikan hak-hak dan kewajiban;
Badan yudikatif melakukan penegakan hukum dengan menetapkan aturan-aturan
hukum apa yang telah dilanggar seseorang, memberikan sanksi pidana atau ganti
kerugian yang dibebankan kepadanya;

Badan legislatif menetapkan aturan-aturan hukum baru dan mencabut aturan-aturan
hukum sebelumnya (Hart, 2011).

Peraturan-peraturan hukum yang berserakan itu pada dasarnya bersumber dan diikat oleh
tuntutan sosial yang sama, itulah yang membentuk suatu sistern hukum. Komponen, eleman,




atau bagian yang ada dalam setiap sistem hukum saling bekerjasama secara fungsional
berdasarkan pola tertentu guna mencapai tujuan tertentu. Komponen-komponen sistem
hukum itu saling berhubung, melengkapi dan mempengaruhi serta padu guna mencapai tujuan
tertentu. Setiap sistem hukum tersebut tidak hanya sekedar dibangun oleh peraturan-
peraturan hukum belaka, melainkan berbagai komponen lainnya yang menunjang bangunan
suatu sistemn hukum yang bersangkutan.

B. KOMPONEN-KOMPONEN DARI SISTEM HUKUM

Komponen dari sistem hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan yang

merupakan stelsel norma formal (formele normenstelsel) belaka. Oleh karena itu komponen

sistern hukum pada umumnya meliputi: (1) struktur hukum, (2) substansi hukum dan (3) budaya

hukum, yang secara fungsional saling berinteraksi. Pengertian struktur hukum dijelaskan cleh

Lawrence M. Friedman, yaitu:
.....its skeleton or framework, the durable part, which gives a kind of shape and definition
to the whole ... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the
number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and
how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how
the legislature is organized, how many members .., what a president can (legally) do or
not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is
a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the
action ..... (Friedman, 1984).

Mengenai definisi substansi hukum diterangkan”..... the actual rules, norm, and behavior
patterns of people inside the system ...” (Friedman, 1984). lawrence M. Friedman
menjelaskan yang dimaksud dengan kultur hukum, yaitu:
... people’s attitudes toward law and legal system? Their beliefs, values, ideas, and
expectations... The legal culture, in other words, is the climate of social thought and social
force which determines how law is used, avoided, or abused. Without legal culture, the
legal system is inert? a dead fish lying in a basket, not a living fish swimming in its sea
(Friedman, 1984).

Kelembagaan beserta tatanan serta kinerja yang membuat, melaksanakan dan menegakkan
hukum merupakan bagian dari struktur hukum. Substansi hukum berupa aturan, norma dan
pola perilaku dirumuskan oleh badan legislatif dengan memperhatikan keyakinan, nilai,
gagasan, dan harapan masyarakat, yang selanjutnya ditafsirkan dan dilaksanakan oleh badan
eksekutif. Jika terjadi pelanggaran terhadap substansi hukum, penegakannya akan dilakukan
oleh badan-badan pengadilan melalui proses beracara sesuai dengan aturan hukum formalnya.
Adakalanya bekerja dan kinerja hukum akan tergantung pada filosofi dasar pemikiran dan
kekuatan sosial dalam masyarakat, hukum tersebut bisa dipergunakan, disiasati atau bahkan
disalahgunakan. Oleh karenaitu Lawrence M. Friedman menyatakan, bahwa:
Struktur dan substansi hukum terbentuk dari kekuatan-kekuatan sosial dengan
memodifikasi tuntutan-tuntutan sosial masyarakat. Sementara kultur hukum dapat
mempengaruhi tingkat penggunaannya. Oleh karena itu, perilaku hukum hanya dalam
dipahami dalam konteksnya, termasuk diantaranya konteks kultural. Suatu konteks
kultural dipengaruhi oleh keteraturan umum perilaku masyarakat atau proposisi yang
terkait dengan kultur atau kelompok kultur (Friedman, 2011).

Budaya hukum dapat disamakan dengan kesadaran hukum (Shidarta, 1996). Hal ini dibedakan
dengan perasaan hukum, yang merupakan hasil produk penilaian masyarakat spontanitas yang
sifatnya subjektif, sementara kesadaran hukum sebagai hasil pemikiran, penalaran, dan




argumentasi dari para ahli, termasuk para ahli hukum. Hasil dari abstraksi (para ahli hukum)
tersebut melahirkan perasaan hukum masyarakat. Dalam konteks dengan sistem hukum,
budaya hukum tersebut merupakan kesadaran hukum dari subjek-subjek hukum dari suatu
komunitas tertentu secara keseluruhan (Hartono, 1976).

Sementara itu menurut J.J.H. Bruggink terdapat tiga unsur utama dari suatu sistem hukum yang
menunjukkan identitas kemandiriannya dan berkaitan satu sama lainnya. Ketiga unsur yang
membentuk sistem hukum tersebut, meliputi unsur idiil, unsur operasional dan unsur aktual.
Unsur idiil merupakan substansi hukum berupa peraturan-peraturan, norma-norma dan
prinsip-prinsip hukum serta komponen lainnya. Kemudian, unsur operasional dijalankan oleh
keseluruhan organisasi dan kelembagaan yang diselenggarakan oleh sistem hukum yang
bersangkutan, termasuk para pengemban jabatan (ambtsdragen). Dengan kata lain fungsi
unsur operasional diemban dalam kerangka suatu organisasi atau kelembagaan sistem hukum.
Sementara itu, unsur aktual berupa putusan-putusan serta perbuatan-perbuatan hukum
kongkrit yang berhubungan dengan sistem materi hukum, baik yang ditetapkan oleh
pengemban jabatan maupun oleh warga masyarakat sistem hukum bersangkutan (Bruggink,
1986).

Kiranya tidak jauh berbeda dengan Hamdhany Tenggara, yang menyatakan komponen-

komponen sistem hukum (nasional) tersebut, dapat meliputi:

1. Asas hukum, termasuk falsafah hukum, yaitu sifat-sifat umum atau aturan umum yang

diperoleh melalui proses analitis berdasarkan konstruksi yuridis melalui abstraksi ciri-
ciri khusus yang terdapat dalam aturan hukum kongkrit serta nilai intrinsik yang ada di
dalamnya;

2. Struktur hukum , berupa susunan yang teratur dan sistematis, termasuk di dalamnya
prosedur, cara dan mekanisme pelaksanaan hukum, termasuk organisasi dan
kelembagaan hukumnya;

Kategori hukum, berupa pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum;

4. Konsep hukum, berupa perumusan secara ringkas dari berbagai pengertian yang
mencakup di dalamnya, baik varian maupun ketidaksamaannya yang terdeskripsi
dengan satu istilah hukum yang mencakup semua hal yang aktual dan faktual;

5. Budaya hukum, yaitu berupa penilaian etis tertentu yang terkandung dalam hukum
positip yang manifestasinya berupa perilaku taat hukum atau perilaku sadar hukum
(Tenggara, 1994).
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Bangunan sistem hukum itu terbentuk dari berbagai komponen sistem hukum yang saling
terhubung dan dibangun bersumber pada cita hukum yang sama. Berdasarkan pada asas dan
cita hukum inilah, suatu negara membangun secara tertib dan padu sistem hukumnya, yang
dapat terdiri atas sistem hukum yang lebih kecil lagi, yakni sub sistem hukumnya. Asas hukum
dan cita hukum inilah yang nantinya akan membedakan struktur, kategori dan konsep
peraturan-peraturan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan, karenanya dapat
menjumpai beberapa sistem (norma) hukum nasional yang hampir atau tidak sama.

C. PENGELOMPOKAN SISTEM HUKUM DALAM BERBAGAI KELUARGA HUKUM

Setiap bangsa yang beradab memiliki pola kebudayaan tersebut, akibatnya sistem hukumnya
pun juga akan memiliki ciri khas tersendiri. Sistem hukum merupakan manifestasi dari budaya
bangsa yang bersangkutan, untuk itu sistem hukumnya bisa berbeda. Namun sebaliknya karena
berbagai hal bisa saja menjumpai kesamaan struktur hukum, kategori hukum dan konsep
hukum, untuk itu dapat digolongkan pada salah satu keluarga hukum di dunia. Dengan kata
sistemn hukum suatu negara dapat dikualifikasikan kepada sistem hukum yang lebih besar, yang




lazimnya dengan sebutan “keluarga hukum” terjemahan dari istilah rechts family, legal family,
legal families, familles de droits.

Peter de Cruz menyatakan, bahwa ”  This broad sense is really describing a parent legal
family, such as the common law or civil law legal family ...." (Cruz, 2007). Merujuk pada
pandangan tersebut, sistem hukum yang lebih luas/besar, dinamakan dengan keluarga hukum.
Keluarga hukum merupakan kumpulan berbagai sistem hukum (nasional) yang mempunyai
kesamaan unsur sistem hukumnya, oleh karenanya dapat dikualifikasi ke dalam keluarga
hukum. Kesamaan komponen sistem hukum dimaksud kesamaan tentang struktur, kategori
dan konsep hukum yang dianutnya.

Kalangan para ahli perbandingan hukum biasanya menggunakan sebutan keluarga sistem
hukum (parentlegal system) guna memudahkan mengorganisir (organization linchpin) kegiatan
penganalisisan perbandingan sistem-sistem hukum berbagai negara di dunia. Sebutan lain dari
keluarga sistem hukum adalah sistem-sistem hukum utama (major legal systems), singkatnya
disebut keluarga hukum (famille juridique) (Shidarta, 2013).

Pengelompokkan suatu sistem-sistem hukum (nasional) tersebut dalam keluarga hukum di
dunia didasarkan adanya beberapa kesamaan terkait dengan struktur, kategori, dan konsep
hukum, yang kesemuanya disebabkan antara lain:

1. Adanya kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, di mana kebutuhan yang
bersifat universal akan mengakibatkan adanya pengaturan hukum yang sama pada
setiap negara, sedangkan adanya kebutuhan khusus berakibat timbulnya hukum yang
berbeda-beda;

2. Pertalian kesejarahan, terutama bekas tanah jajahan (koloni) pada umumnya
mengikutiatau meresepsi sistem hukum negara penjajahnya;

3. Adanya persamaan ideologi, bagi negara-negara yang mempunyai ideologi yang sama,
hampir dipastikan mempunyai dasar dan tindakan yang tidak jauh berbeda. Hal
tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan hukumnya, yang pada akhirnya
akan berakibat adanya persamaan-persamaan di bidang hukum.

Sampai sekarang belum tercapai kesepakatan klasifikasi kriteria untuk mengelompokkan
keluarga-keluarga atau sistem hukum ini, akibatnya setiap sarjana hukum mempunyai
klasifikasinya sendiri. Kriteria yang dipergunakan akhirnya bermacam-macam, seperti golongan
bahasa, golongan kebudayaan, golongan kebangsaan, atau kombinasi daripada kriteria yang
disebutkan ini. Ada yang memasukkan sistem hukum dari rakyat-rakyat kultur tradisional, ada
yang hanya sistem-sistem hukum yang ada pada waktu sekarang (Tungadi, 1974).

Konrad Zweigert dan Hein Kotz mengusulkan lima hal yang dapat dijadikan dasar untuk
menentukan apakah suatu sistem hukum termasuk keluarga hukum tertentu, yaitu:
1. Pada latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukumnya (historical
background and development of the system);
2. Kekhasan (tipikal) model berpikir hukumnya (characteristic (typical) mode of thought);
Lembaga-lembaga hukum khas (distinctive institutions);
4. Pengakuan jenis sumber hukum dan kedudukannya (types of legal sources it
acknowledges and its treatment of these);
5. Paham ideologi yang dianut suatu sistem hukum (ideology of a legal system) (Kotz,
1998).
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Berikutnya Rene David dan John C. Brierly dalam “Major Legal System in the World Today”
menggunakan kriteria pembagian keluarga hukum didasarkan kepada:




1. Kesamaan dalam hal yang bersifat teknis. Ini mencakup antara lain tentang konsep-
konsep hukum dan teori sumber-sumber hukum. Ini memungkinkan pertanyaan
apakaha seseorang yang didik dalam pelajaran dan praktek dalam suatu hukum tanpa
banyak kesulitan dapat menanganihukum yang lain. Jika tidak, maka dapat disimpulkan
bahwa dua hukum itu tidah termasuk dalam keluarga yang sama. Ini terjadi karena
perbedaan dalam perbendaharaan istilah dari dua hukum itu (yang mengungkapkan
pengertian yang sama) atau karena perbedaan yang besar mengenai hirarki sumber-
sumber dan metode-metode dari masing-masing hukum itu;

2. Tujuan sosial yang mau dicapai suatu sistem hukum dan keberadaan hukum dalam
tertib sosial. Ini mencakup masalah-masalah prinsip-prinsip filsafat, politik dan
ekonomi yang mendasari sistem hukum. Walaupun sudut pandangan teknik (technical
standpaint) adalah penting, tetapi belumlah cukup dan perlu dilengkapi dengan kriteria
yang kedua ini. Dua hukum yang menggunakan teknik yang sama tetapi dilandasi oleh
prinsip-prinsip filsafat, politik dan ekonomi yang bertentangan, tidaklah dapat
ditempatkan bersama-sama dalam satu keluarga (Maramis, 1994).

Sementara itu Peter de Cruz mengusulkan kriteria yang digunakan untuk mengklasifikasikan
dari sebuah sistem hukum tertentu, yaitu:
a. Golongan bangsa (ras)dan bahasa;
Budaya;
Materi hukum;
Ideologi, falsafati, konsepsi tentang keadilan serta teknik hukum yang dianutnya;
Asal muasal historis; dan
Gaya yuristik (Cruz, 2010).
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Pendekatan baru terdapat dalam “International Encyclopedia of Comparative Law"”, bahwa
seleksi daripada sistem-sistem hukum yang akan dibandingkan tidak lagi digunakan klasifikasi
tradisional dalam keluarga-keluarga hukum, melainkan memakai metode seleksi dan presentasi
yang dinamakan “typical solutions”. Ini berdasarkan observasi dalam kenyataan pemecahan-
pemecahan hukum (legal solutions) yang dikembangkan untuk suatu masalah sosial tertentu
terbatas jumlahnya. Tugas esensial ialah untuk menemukan “typical solutions” itu, misalnya
untuk masalah sosial seperti “cacad-cacad pada barang yang telah dijual” (defects of goods
sold) (Tungadi, 1974).

Dalam hukum memang dapat dikonstatir adanya dua macam unsur. Ada unsur hukum yang
mengalami perubahan-perubahan menurut waktu dan tempat. Ada pula unsur hukum yang
tidah mudah berubah, akan tetapi memperlihatkan atau mempunyai sifat relatif stabil. Hal itu
tidak berarti bahwa unsur yang disebut terakhir ini tidak berubah, melainkan perkembangan
berjalan lambat berhubungan dengan pandangan manusia terhadap hakikat hukum serta
peranannya dalam masyarakat. Hal itu tercermin dalam kebudayaan sesuatu bangsa beserta
hukumnya. Kebudayaan dan hukum merupakan cerminan dari cara berpikir, pandangan hidup
serta sifat sesuatu bangsa. Konsep tersebut sangat penting untuk mengerti serta menghayati
apa yang menjadi hakikat suatu sistem hukum tertentu. Memberi pengertian kepada seseorang
tentang hakikat hukum berarti mengusahakan supaya orang itu membiasakan diri dalam
menyelesaikan beraneka ragam persoalan hukum, bekerja dengan sarana hukum yang terdapat
dalam suatu sistem hukum tertentu seperti struktur pengertian-pengertian serta konsepsi-
konsepsi hukumnya, metode bekerja bersandarkan bekal pengetahuan akan pandangan hidup,
caraberpikir serta sifat bangsaitu. Lambat laun padanya akan tumbuh semacam kepekaan akan
faktor-faktor yang dapat menuju kearah penyelesaian bermacam-macam persoalan hukum
dalam sistem yang bersangkutan (Sardjono, 1991).




Halini menunjukkan bahwa tolok ukur pembagian atau keluarga hukum tersebut tidak semata-
mata hanya didasarkan pada prinsip teknis belaka, melainkan juga berhubungan dengan faktor
non teknis, yang banyak mempengaruhi pembentukan unsur-unsur sistem hukum nasional
yang bersangkutan, mengingat jiwa, raga dan kebudayaan suatu bangsa tidak sama serta
demikian pula dengan sejarah perjuangan pergerakan kebangsaannya yang berbeda-beda, oleh
karenanya dengan demikian hukumnya bisa sama atau berbeda. Sebagai contoh seperti
Indonesia, berdasarkan asas konkordansitelah meresepsi hukum Belanda, yang asal muasalnya
bermuara pada hukum Romawi Jerman. Untuk negara-negara bekas jajahan Inggeris, karena
terdapat hubungan dan keterkaitan yang disebabkan oleh hubungan “coloni”, seperti Malaysia,
Singapura dan lain-lain, di sana ditemukan corak hukumnya yang bersifat common law system.

Hampir semua sistem hukum semua negara umumnya dimodelkan pada unsur lima jenis
utama, yaitu: (1) civil law system, termasuk hukum Perancis (French law), Code Napoleon (the
Napolecnic Code), hukum Romawi (Roman-law), hukum Belanda (Roman-Dutch law), dan
hukum Spanyol (Spanish law); (2) common law system, termasuk hukum Amerika (United State
law); (3) hukum kebiasaan (customary law); (4) campuran atau pluralisme hukum (mixed or
pluralistic law; dan (5) sistem hukum agama (religious law system), termasuk hukum Islam atau
hukum Syariah (lslamic law). Tambahan jenis sistem hukum-hukum internasional, yang
mengatur perilaku independen dari suatu negara dalam hubungannya antara satu dengan yang
lain (Hutabarat, 2020).

Atas dasar kriteria yang telah ditetapkan dan demi kepentingan studi perbandingan hukum,
maka para ahli hukum mengelompokkan sistergghukum yang berlaku di dunia ini sesuai dengan
karakteristik yang dipunyainya dalam berbagaikeluarga hukum. Menurut Rene David dan John
C. Brierly, bahwa keluarga hukum di dunia dikelompokan menjadi empat golongan tggsar, yakni:
(1) Keluarga hukum Romawi-Germani (Romano-Germanic family [sistem civil law family]); (2)
Keluarga hukum Anglo Saxon (sistem common law family); (3) Keluarga hukum Sosialis (sistem
family of socialist law); dan (4) Keluarga hukum agama dan tradisional (Brierley, 1985).

Sementara itu Konrad Zweigert dan Heins Kotz mengelompokkan sistem hukum dalam enam
golongan keluarga hukum, meliputi:
1. Keluarga hukum Romawi (Perancis) (the Romanistis legal family);
Keluarga hukum Jerman (the Germanic legal family);
Keluarga hukum Anglo-America (the Anglo-American legal family);
Keluarga hukum Skandinavia; (the Nordic legal family);
Keluarga hukum Timur Jauh (law in the far east);
Keluarga hukum agama (religious legal systems), seperti Keluarga Hukum Islam,
keluarga hukum Hindu (Kotz, 1998).
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Perbedaan antara kedua klasifikasi ini dapat dimengerti, kalau dihubungkan dengan kesukaan
seorang Perancis (David dan Brierly) pada kejelasan dan kesederhanaan, dan kesukaan orang
Jerman (Zweigert dan Kots) pada kelengkapan dan ketelitian (Tungadi, 1974), sehingga
keduanya pun berbeda dalam mengklasifikasi keluarga hukum di dunia.

Sementara itu Adolf F. Schnitzer dalam “Vergleichende Rechtslehre” membedakan enam

kelompok keluarga hukum di dunia yang didasarkan pada wilayah geografis dan agama, sebagai

berikut: 2

1. Daerah Roman (Romanisches Gebiet), meliputi negara-negara/wilayah Perancis, Italia,
Ibero-Amerika, Benelux (Belgia, Nederland dan Luxemburg), dan Yunani;




2. Daerah German (Germanisches Gebiet), meliputi negara-negara/wilayah man,
negara-negara Alpia (Swiss, Liechtenstein, Austria), negara-negara Nordia, dan negara-
negara Baltik;

3. Daerah ia (Schlawische Gebiet), meliputi negara-negara/wilayah Uni Sovyet,
Polandia, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Rumania, dan Hongaria);

4. Anglo Amerika, meliputi negara-negara/wilayah Britania Raya dan Persemakmuran,
Amerika Serikat, Kuba, Puerto Rico;

5. Negaragegara Afro-Asia; dan

6. Hukum-hukum Agama, meliputi hukum Yahudi, hukum Kristen, dan hukum Islam.

Pembagian lain dari keluarga hukum ini, yang tidak begitu jauh berbeda dengan pendapat dari
Rene David dagglohn C. Brierly adalah Marc Ancel, di mana mengelompokkan lima keluarga
hukum, yaitu: (1) Sistem hukum Eropa Kontinental dan Amerika Latin (system of civil law), (2)
Sistem hukum Anglo Amerika (common law system), (3) Sistem hukum Timur Tengah (Irak,
Yordania, Saudi Arabia), (4) Sistem hukum Timur Jauh (Cina, Jepang), dan (5) Sistem hukum
Sosialis.

Menurut John Merryman dan Regolio Perez Perdomo mengklasifikasi sistem hukum di dunia
dalam empat kelompok, yaitu: (1) Common law system, meliputi sistem-sistem hukum di
negara-negara Inggris, New Zealand, California, dan New York; (2) Civil law system, meliputi
sistem-sistem hukum di negara-negara Perancis, Jerman, Italia, Zwitzerland, Argentina, Brasilia
dan Chili; (3) Sistem hukum sosialis (sistem socialis law), yaitu sistem hukum di Tiongkok; dan
(4) Sistem hukum Islam (sistem Islamic law) (Merryman, 2007).

Sementara itu Christian Hertel menggunakan istilah rumpun hukum (rechtskreis), rumpun
hukum utama di dunia ini meliputi: (1) Rumpun common law; (2) Rumpun hukum Romano-
Germanik, awalnya bersandar pada Corpus luris Civilis Romawi dan kemudian pada Code
Napoleon Perancis; (3) Rumpun hukum German, yang berlaku di kalangan etnik yang berbahasa
Jerman; (4) Rumpun hukum negara-negara Komunis (yang pernah ada atau masih ada); (5)
Rumpun hukum lainnya yang terpaut dengan rumpun Romano-Germanik, terutama di Asia
Timur; (6) Rumpun hukum Skandinavia/Nordik (membaurkan rumpun Common Law dan
rumpun Romano-Germanik); dan (7) Rumpun hukum lIslam, yang mempengaruhi hukum lslam
di sejumlah negara Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia (Kusumohamidjojo, 2015). Christian
Hertel juga mengamati benang merah pengaruh dari sistem hukum Inggris dan sistem hukum
Perancis, seperti misalnya pada rumpun hukum Afrika Selatan dan Skotlandia yang dekat
dengan Common Law setelah “meninggalkan” berbagai pengaruh dari rumpun Romano-
Germanik. Sebaliknya Provinsi Quebec di Kanada dipandangnya lebih dekat pada Code
Napoleon karena pengaruh Perancis terhadap provinsi koloni Inggris pada umumnya
menerapkan Common Law itu (Kusumohamidjojo, 2015).

Selain ketujuh rumpun hukum itu, Christian Hertel memberikan pengakuan terhadap ?ukum
adat seperti diamatinya pada waktu di Afrika sebagai customary law) atau African law.
Mengakui juga bahwa klasifikasi dan pembedaan itu dilakukannya adalah baik, jika bertumpu
pada sumber-sumber hukum. Tetapi apa yang dilakukan disandarkan pada sistem civil law (dan
terutama mencakup hukum keluarga dan hukum waris) yang dalam pandangannya tidak dapat
banyak dipengaruhi oleh hukum adat dan menurut pengamatannya dapat terjadi karena
kuatnya kodifikasi dalam civil law (Kusumohamidjojo, 2015).

Lainnya membagi sistem hukum di dunia dalam tradisi hukum (legal tradition), atau disebut
juga dengan “keluarga hukum” (legal family), yang meliputi: (1} Tradisi hukum Eropa




Kontinental, (2) Tradisi hukum Anglo-Saxon, (3) Tradisi hukum Sosialis, (4) Tradisi hukum
Kedaerahan, dan (5) Tradisi hukum agama (Fuady, 2005).

Merujuk pada pandangan John Henry Wigmore, bahwa ditilik dari perspektif keberlakuan
sistemn hukum di dunia yang dimulai sejak awal peradaban sampai saat ini, dapat dikemukakan
ada enam belas sistem hukum yang pernah berlaku, yaitu: (1) Egyptian, (2) Mesopotamian, (3)
Hebrew, (4) Chinese, (5) Hindu, (6) Greek, (7) Roman, (8) Maritime, (9) Japanese, (10)
Mohammedan, (11) Keltic, (2) Germanic, (13) Slavic, (14) Ecclesiastical, (15) Romanesque, dan
(16) Anglican (Fuady, 2005).

Selanjutnya, pakar hukum global business dari Indiana University dalam “Law for Global
Business”, mengemukakan sistem hukum utama di dunia (the world’s major legal systems)
ditilik berdasarkan keragaman akar dari sistem hukum dibandingkan dengan sistem hukum
lainnya, meliputi:

1. Civil law, adalah sistem hukum sipil yang bersumber kode sipil terkodifikasi.
Karakteristiknya terkodifikasi (codified law), fleksibilitas (predictability) dan abstrak
{abstract law). Akar filosofis sistem hukum ini bersumber pada hukum Romawi (Roman
Law) yang diterapkan di negara-negara Eropa daratan, termasuk tanah jajahannya;

2. Common law, adalah sistem hukum yang bersumber pada kebiasaan (custom) dan
preseden (judge made law). Menurut sistem hukum ini hakim di pengadilan
menggunakan prinsip membuat hukum sendiri  (judge made Jlaw) dengan
memperhatikan kasus-kasus sebelumnya yang pernah terjadi. Belakangan dilengkapi
dengan undang-undang, yang mengatur pokok-pokoknya saja, yang lebih diutamakan
hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat setempat. Karakteristiknya bersifat
analisis kasus (case analysis), penekanan pada prosedural (procedural emphasis) dan
fleksibel (flexibility). Negara Inggeris dan Ameriksa Serikat mempraktikkan sistemn
hukum ini;

3. Islamic law, adalah sistem hukum yang bersumber dari syariah Islam dengan merujuk
dari Al-Quran dan hadits dan bersifat tetap dan tidak berubah. Karakteristiknya bersifat
statis (law is static), berdasarkan pada agama (religious based) dan mempengaruhi
kehidupan sehari-hari (affects day to day life). Pengembangan hukum Islam ini
dilakukan melalui kaidah-kaidah figh sebagai norma-norma hukum yang merupakan
hasil pemikiran manusia jika norma-norma dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam
Al-Quran dan hadits hanya mencantumkan hal-hal yang bersifat pokok-pokok saja.
Kaidah-kaidah figh ini memiliki sifat dapat berubah-ubah guna menyesuaikan dengan
tempat dan waktu, serta kasusistis (case by case);

4. Socialist law, adalah sistem hukum yang dikembangkan berdasarkan ideologi komunis
yang dipraktikkan di negara-negara sosialis. Karakteristiknya sebagai kelanjutan dari
ideologinya  komunis  (furthers communist ideology), bersifat birokratis
(bureaucratized) dan meminimalisir hak-hak pribadi (minimizes individuality);

5. Sub-Saharan Africa, adalah sistem hukum yang diterapkan di negara-negara Afrika
sebelah Selatan Gurun Sahara di Afrika. Karakteristiknya bersifat orientasi komunitas
{community oriented), hukum kebiasaan (customary rules), dan meminimalisasi
individualitas (minimizes individuality);

6. Far east law, adalah sistem hukum Timur Jauh yang merupakan perpaduan antara
sistem civil law, common law, dan hukum Islam yang berbasis pada fundamental
masyarakat. Karakteristiknya, penekanan pada harmoni dan tatanan sosial (stresses
harmony and social order), penghindaran dari proses hukum (shuns legal process) yang
bersifat birokratis (bureaucratized) (Suherman, 2004) (Muchsin, 2004).




Sementara itu Ade Maman Suherman sendiri berpendapat lain ditinjau dari segi yang
membuat, sistem hukum di dunia dapat dikelompokkan dalam:
= Kelompok sistem hukum yang diciptakan oleh manusia sebagai positivisme (man made
law), misalnya sistem kode sipil, comman law sytem, dan sistem hukum sosialis hukum;
» Kelompok sistem hukum yang bersumber dan dibuat merujuk pada teori atau hukum
alam (natural law), yang berprinsip bahwa hukum tidak dibuat tetapi untuk ditemukan
(law is not made but to be found);
= Kelompok kombinasi antara sistem hukum buatan manusia (man made law) dan
sebagian berasal dari low of God. Norma hukum Islam sebagian merupakan ketentuan
hukum dari Tuhan dan Sunah yang sifatnya permanen dan sebagian lainnya ditafsirkan
oleh manusia menggunakan metode tertentu (istinbath), bersifat konsteksual,
adaptatif dan responsive;
» Kelompok sistem hukum yang dibuat berdasarkan pada nilai-nilai lokal, yakni sistem
hukum yang bersumber pada nilai-nilai lokal yang tertulis dan tidak tertulis (Suherman,
2004).

Apabila dipilah dan dicermati sistem-sistem tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua
kelompok, yaitu: (1) Kelompok hukum yang diciptakan oleh manusia (man made law atau
human law), dan (2) Kelompok hukum yang merupakan petunjuk dari Tuhan kepada manusia
(god made law) yang tidak mungkin diubah, seperti hukum Islam. Man made law adalah ide-
ide dan perintah-perintah yang diekspresikan dalam kata-kata, yang dibangun oleh akal. Akal
dan hukum menafsirkan masa dulu, sekarang maupun mendatang, serta mengantisipasi
perbuatan-perbuatan yang telah dikenal dan kejadian-kejadian yang belum pernah dialami.
Pencitraan kalau hukum Islam merupakan sebuah hukum yang statis merupakan pemahaman
yang tidak benar. Hal ini disebabkan oleh kekurangpahaman para ahli hukum barat terhadap
metode penetapan hukum dalam hukum Islam. Secara garis besar hukum Islam memiliki area
yang memang tidak memungkinkan diamandemen yang sifatnya dogmatik dan ada wilayah
yang memperbolehkan metode penetapan hukum yang melahirkan hukum-hukum baru
(Suherman, 2004).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya, dapat melihat dua keluarga hukum besar,
yakni: Romawi lerman dan common law lebih banyak mempengaruhi dan menguasasi sistem
hukum nasional di dunia ini. Hal demikian sedikit banyak disebabkan oleh adanya pertalian
kesejarahan, dimana pada masa yang lalu bangsa-bangsa Eropa, seperti Belanda, Perancis dan
Inggris mempunyai banyak daerah jajahan di seluruh dunia, sehingga tidak heran jika terjadi
resepsi hukum penjajah oleh negara jajahan. Namun sebaliknya, Inggris dengan hukum
common law tidaklah demikian, karena common law tumbuh dan berkembang secara sendiri.
Berdasarkan kepada pola pikirnya, sistem common law tumbuh dan berkembang secara
mandiri. Sebagai negara penjajah, maka hukum pun juga diresepsi secara sukarela ke dalam
hukum bangsa atau negeri jajahannya, tidak seperti Belanda yang meresepsikan hukumnya
dengan paksa dan kekerasan terhadap anak negeri yang dijajahnya, yaitu Hindia Belanda.
Kendati pun pertumbuhan dan perkembangan hukumnya berbeda, namun kedua keluarga
hukum besar ini dalam proses evolusinya mengalami suatu hubungan diantara mereka,
sehingga lama kelamaan terjadi saling pendekatan atau pertautan dalam cara berpikir yang
membawa hasil yang hampir bersamaan. Keadaan tersebut membawa tendensi kepada
pandangan untuk menggabungkan sistem civil law dan sistem common law menjadi satu
keluarga hukum saja, yaitu hanya keluarga hukum Fropa daratan.

Sardjono menyatakan, bahwa kecenderungan ini menjadi lebih besar lagi karena dalam
kenyataan terdapat berbaggj sistem hukum negara di dunia yang tidak dapat dimasukkan
dalam atau disebut sebagai sistem civil law maupun sistem common law, karena kedua sistem




hukum ini mengandung baik unsur hukum Romawi lerman maupun unsur common law. Selain
itu, sistem-sistem hukum tersebut dapat dihadapkan terhadap keluarga hukum sosialis yang
dijiwai oleh ajaran-ajaran yang berbau marxisme (Sardjono, 1991). Diluar tiga kelompok
keluarga hukum tersebut, terdapat keluarga hukum lain, yang disebut dengan keluarga sistem
hukum bertradisi campuran (hybrid or mixed jurisdictions), yang dipraktikkan di Seychelles;
Afrika Selatan; Louisiana, Amerika Serikat); Filipina; Yunani; dan Quebec, Kanada, serta Puerto
Rico (Shidarta, 2013).

D. KARAKTERISTIK KELUARGA HUKUM DI DUNIA

1. PERBED CIVIL LAW SYSTEM DAN COMMON LAW SYSTEM
Secara umum karakteristik sistem civil law dibandingkan dengan sistem common law sebagai

berikut:

No. Karakteristik Sistem Civil Law Sistem Common Law
1. | Model penalaran Berpikir secara abstrak Berpikir secara kongkrit,
hukum {umum), konseptual dan insidentil-kasuistis,dan
simetris pragmatis
2. | Fungsi hukum dalam Aspek policy-directing Aspek litigious (represif)
rangka mengkonsepsi (prevensi)
hukum
3. | Konsep hukum = Dirumuskan secara Dirumuskan secara
rasional, logis, dan kongkrit dan praktis
sisternatis berdasarkan berdasarkan fakta-fakta
pada postulat hukum pada perkara
tertentu
= Merumuskan berbagai
terminologi hukum yang
bersifat umum namun
mencakup berbagai
perbuatan dan tingkah
laku dalam masyarakat
4. | Klasifikasi/pembidangan | Secara tradisional Dibedakan atas sistem
hukum (struktur membedakan hukum common law dan sistem
hukumy) privat dan hukum publik equity law, trust, real
property, bankcruptcy, dan
seterusnya
5. | Pembentukan hukum Proses legislasi melalui Dibentuk/diciptakan oleh
{rechtsvorming) forum badan legislatif, badan-badan peradilan
melibatkan kalangan {hakim pengadilan)dengan
universitas merujuk pada custom law
6. | Sistematik hukum Tersusun secara sistematis | Dihimpun dalam himpunan
dalam sistem kodifikasi (compendium)
hukum (hukum tertulis)
7. | Pendekatan logika » Menggunakan = Menggunakan
berpikir hukum pendekatan deduktif pendekatan induktif
(umum-khusus) (khusus-umum)
= Penelaahan kasus = Bermuara pada kasus-
kongkrit bermuara pada kasus kongkrit di muka
pengadilan




aturan hukum yang
abstrak/umum
8. | Sumber hukum Perundang-undangan Putusan hakim pengadilan
{substansi hukum) (case law)

9. | Sistem/proses peradilan | Menganut sifat inkuisitorial | Menganut adversary
{interogasi) dan hakim system (perlawanan),
bersifat aktif dan pemutus | hakim sebagai wasit, dan
perkara sistem jury

10. | Fungsi hakim Menafsir/penemuan Pembentukan hukum,

hukum bertindak sebagai
legislator, membuat
hukum sendiri (judge made
law)

11. | Kekuatan mengikat Hakim bebas dan tidak Hakim terikat dengan
putusan hakim terikat pada putusan- doktrin precedent/stare
pengadilan putusan pengadilan decisis

sebelumnya sesuai dengan
doktrin res ajudicata

12. | Mengenal tidak prinsip | Prinsip hukum Case law (perkara-perkara
hukum hukum)

13. | Peranan universitas/ahli | Melibatkan kalangan Sebagai alat bantu dalam
hukum universitas /ahli hukum pembentukan hukum

melalui doktrin hukum
{legal writing) sebagai
sumber hukum

Sumber: Disarikan dari berbagai sumber pustaka

2. SISTEM HUKUM SOSIALIS

Walaupun sistem hukum sosialis merupakan salah satu kelompok keluarga hukum, namun
pandangan ahli barat menganggap hukum sosialis bagian atau anggota civil low atau
subspesies civil law (Cruz, 2010). Hukum sosialis ininmerupakan hukum yang berakar pada
teori sosial-ekonomi Marxis-Leninis dan hukum Soviet. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada akhir
abad ke-20, tinggal Cina, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam yang menganut paham sosialis.
Seiring dengan itu karakteristik hukum sosialis mulai memudar setelah berakhir era perang
dingin. Namun, pada awal abad ke-21, minat terhadap hukum sosialis tampak kembali (Bui,
2019). Hukum sosialis telah mengadopsi konsep judicial dalam sistem hukumnya, misalnya
negara Vietnam menciptakan peradilan formal dan fungsional, negara Laos memberdayakan
Supreme Pengadilan untuk mengembangkan hukum, dan negara Cina mengadopsi praktik
seperti common law (Bui, 2019). Keluarga hukum sosialis tersebut mungkin sudah mati dan
dikubur, namun tidak dengan tradisi hukum sosialis yang masih terlihat pada hukum Polandia,
terutama di bidang metodologi hukum (Manko, 2014).

Dalam sistem hukum sosialis, alat-alat produksi berada dalam penguasaan dan pengawasan
negara berdasarkan prinsip kollektivisme. Semua hukum sosialis merupakan hukum publik,
kepentingan umum dan negara di atas kepentingan individu. Kalau perlu demi tegaknya
kepentingan negara, kepentingan individu akan dikorbankan. Segala sesuatu diukur
berdasarkan kepentingan umum dan negara, yang tentu saja ukurannya di tangan penguasa.
Oleh karenanya kepentingan negara tidak lebih identik daripada kepentingan penguasa itu
sendiri dalam menjzalankan kekuasaannya. Fungsi-fungsi hak milik pribadi harus ditundukkan
kepada kepentingan nasional, artinya alat-alat produksi milik pribadi tidak dapat dipunyai oleh




individu-individu, karena semuanya berada dibawah penguasaan dan pengawasan negara,
sehingga hubungan dan norma hukum yang timbul tidak lain daripada norma-norma hukum
yang bersifat publik, yang akan selalu dikaitkan dengan kepentingan nasional.

Lahirmya sistem hukum sosialis menyebabkan timbulnya masyarakat yang menganut ajaran
sosialis fundamentalis yang mengutamakan kolektivisme mutlak. Negara yang berideologi
sosialis komunis, menempatkan hukum hanya dilihat dan diperlakukan sebagai alat atau
instrumen politik, sehingga hukum hanya dipergunakan untuk melindungi kepentingan
penguasa belaka. Kepentingan politik dari penguasa ditopang oleh partai politk yang
berideologi komunis, bahkan tidak menutup kemungkinan partai politik akan lebih berkuasa
dalam sistem pemerintahan. Akibatnya keputusan atau kebijakan partai komunis, itu juga
menjadi keputusan pemerintah. Dominasi yang kuat partai politik melalui kekuasaan
pemerintahan mengakibatkan tidak terjadi pemisahan atau pembagian kekuasaan dalam
negara yang berpaham sosialis komunis. Saat itu hukum tidak dapat berjalan sesuai due process
of law, jangan harap hak asasi manusi akan menjadi terlindungi (Hutabarat, 2020).

Dalam sistem hukum sosialis, hukum dan negara itu ditentukan oleh dan tunduk kepada
struktur ekonomi dari masyarakatnya serta tujuan ekonomi dan politik dari negara yang
bersangkutan. Teori marxisme-leninisme mengagungkan primasi hubungan ekonomi dalam
masyarakat. Hak milik pribadi berupa modal dihapus dan gantinya adalah hak kepemilikan
bersama atas alat-alat produksi guna menciptakan kesetaraan dan kebersamaan dalam
hubungan-hubungan sosial (Cruz, 2010). Karakteristik hukum sosialis, yaitu:
a. Hapusnya hak milik privat dan kelompok sosial ditransformasi menjadi tatanan
komunistik;
Sistemn kepartaian didominasi oleh partai politik tunggal;
c. Kedudukan hukum sebagai subordinasi guna mewujudkan sebuah tatanan ekonomi
baru (economic new), karenanya hukum privat diabsorbsi dibawah hukum publik;
d. Mempunyai karakter sebagai pseudo-relijius;
e. Lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif (Cruz, 2010).

=

Lebih lanjut karakteristik aturan hukum sosialis lainnya, yaitu:

a. Merupakan pernyataan keinginan penguasa, yang disokong oleh negara sebagai alat
penguasa. Dengan alat itu dan dibantu aturan-aturan hukum, penguasa akan lebih
melindungi kepentingan kelasnya;

b. Baik negara ataupun hukum hanyalah sebagai alat kediktatoran kelas penguasa,
termasuk sekalipun di negara yang paling demokratis;

c. Hukum berfungsi sebagai "superstruktur” yang digariskan oleh alat-alat produksi,
dimiliki oleh masyarakat dan diatur dalam hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan
masyarakat itu, bukan oleh kepentingan para penikmat keuntungan individu;

d. Bangunan hukum didasarkan dan mencerminkan fondasi ekonomi kerakyatan
{Bogdan, 2010).

3. SISTEM HUKUM ADAT

Istilah hukum adat sudah ada semenjak kepulauan Nusantara ini dihuni pelbagai anggota
masyarakat yang membentuk persekutuan-persekutuan hukum dalam wilayahnya. Secara
yuridis istilah hukum adat dipergunakan pada zaman kolonial Hindia Belanda dibawah Indische
Staatsregeling pada tahun 1929. C. Snouck Hurgronye, ahli Belanda yang pertama kali
memperkenalkan istilah “adat recht” pada tahun 1894, yang kemudian diperkenalkan Cornelis
van Vollenhoven sebagai istilah akademik dalam karyanya berjudul Adat Recht van




Nederlandsch Indie (Hukum Adat Hindia Belanda). Adatrecht ini merupakan aturan-aturan
hukum tidak tertulis dari penduduk Indonesia asli, bahkan termasuk penduduk Timur Asing.

Hukum adat Indonesia sangat jauh berbeda dengan sistem barat, terkecuali dengan common
law yang dalam beberapa hal ternyata mempunyai kesamaan. Soepomo menyebutkan
karakteristik sistem hukum adat dibandingkan dengan sistem hukum barat, yakni:

a. Tidak mengintrodusir pembedaan hak atas “zakelijke rechten” (hak kebendaan) dan
“persoonlijke rechten” (hak perorangan). Pelindungan hak dalam hukum adat ada di
tangan hakim, hakimlah yang akan mempertimbangkan tentang berat ringannya
kepentingan hukum yang saling bertentangan serta berhadapan itu di muka pengadilan

b. Tidak mengadalggn perbedaan atas “publiek recht” (hukum publik) dan “privaatrechts”
{hukum privat), atau jika hendak mengadakan pembagian antara peraturan-peraturan
hukum adat yang bersifat “publiek” dan peraturan-peraturan hukum adat yang
mengenai lapangan “privat”, batas-batas kedua lapangan tersebut berlainan
dibandingkan dengan batas-batas antara bidang hukum publik dan bidang hukum
privat pada sistem hukum Eropa/Belanda;

c. Tidak ada perbedaan atas pelanggaran pidana dan perdata, setiap pelanggaran hukum
adat memerlukan pembetulan hukum kembali dan oleh karena itu hakim (kepala adat)
akan memutuskan agar adat (adat reaksi) apa yang wajib dipergunakan guna
memulihkan pelanggaran hukum tersebut (Soepomo, 1977).

Lebih lanjut secara normatif, hukum adat Indonesia secara umum mempunyai corak atau ciri-
ciri sebagai berikut:

a. Bercorak atau bersifat tradisional atau turun-temurun, sejak era nenek moyang sampai
kepada anak cucunya, hukumnya masih sama dan dipertahankan berlakunya oleh
masyarakat adat yang bersangkutan.

b. Bercorak religius dan agamis, mengandung norma-norma hukumnya bertalian dengan
kepercayaan terhadap hal-hal gaib dan/atau berdasarkan pada keyakinan Ketuhanan
Yang Maha Esa.

c. Bercorak komunal, yakni lebih mengutamakan kepentingan bersama (gotong royong),
kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Hubungan hukum antara
anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan pada rasa kebersamaan dan
kegotongroyongan.

d. Bercorak kongkrit dan nyata (visual), bahwa hukum adat berarti jelas, nyata, berwujud,
dan dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Selaras dengan sifat hubungan
hukum dalam hukum adat itu, yakni "terang dan tunai”, artinya tidak samar-samar,
terang disaksikan, dilihat, dan didengar pihak atau orang lain.

e. Bercorak dapat berubah serta menyesuaikan sesuai dengan realitas zaman (Irwansyah,
2020).

4. SISTEM HUKUM ISLAM

Sebutan lainnya dari “Islamic law system” adalah sistem hukum syariah (syariah law sytem)
atau pustaka barat menyebut dengan istilah “Islamic jurisprudence”. Sumber hukum Islam
adalah Al-Quran dan Al-Hadits, yang kemudian diperlengkapi dengan ijma dan gias. Tidak hanya
mengatur soal ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan), hukum Islam mengantur pula
hubungan hukum antara manusia dan manusia, terkait dengan soal muamalah.

Merujuk pada Surah An-Nisa’ (4) ayat (59), sumber (nilai) hukum Islam meliputi Al-Quran,
Sunnah atau Hadits Nabi dan ra’yu (penetapan akal yang didasarkan kepada kedua sumber yang
pokok tersebut), dalam hal ini termasuk penetapan ulil amri (penguasa) yang berwenang.




Sebagai sumber hukum Islam yang bersifat umum, maka Al-Quran diperjelas dan diperinci lebih
lanjut dalam As-Sunnah atau Al-Hadits Rasulullah, yang dapat dijadikan rujukan dalam
pembentukan hukum Islam jika Al-Quran tidak mengaturnya, namun kewenangan penetapan
hukumnya cukup ditetapkan oleh Rasulullah sendiri, karena menyangkut soal sosial
kemasyarakatan. Soal-soal yang berhubungan dengan ibadah dan akhirat, penetapannya lewat
Al-Quran dan Rasulullah, sedangkan hal-hal lain yang berhubungan dengan duniawi biasanya
lebih banyak diserahkan kepada manusia atau ummat manusia untuk mengaturnya, karena
lebih mengetahui apa yang akan dibutuhkannya. lika terjadi perselisihan pendapat mengenai
penetapan sesuatu hukum, maka hendaknya dikembalikan kepada kaidah-kaidah umum dan
pokok yang terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, artinya selama hal itu tidak
ditentukan lain dalam Kitabullah maupun Sunnah Rasulullah, maka manusia atau ummat
manusia boleh menetapkan sendiri asal bersesuaian atau tidak bertentangan dengan kedua
sumber asasi dari syariat hukum Islam tersebut.

Sistem hukum Islam juga mempunyai corak tersendiri sebagai karakteristiknya, sebagai
pembeda dibandingkan dengan sistem hukum lainnya, yaitu:

1. Asal mula hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadits sepanjang ditemukan
nash-nash di dalamnya. Kalau tidak, kaidah hukum Islam juga merujuk pada hasil ijtihad
hasil menafsirkan teks-teks kitab suci, mengacu pada Al-Quran dan sunah Rasulullah;

2. Peraturan-peraturan hukum Islam ditetapkan oleh dorongan agama dan moral serta
mengikuti faktor-faktor kemanusiaan;

3. Sanksi/balasan pelanggaran hukum Islam bersifat dunia dan akhirat (dosa);

4. Pengaturan hukum Islam lebih bersifat komunal;

5. Kaidah hukum Islam disesuaikan dengan perkembangan lingkungan, waktu, dan
tempat;

6. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur, memberikan kemudahan bagi kehidupan
privat dan publik serta membahagiakan duniaseluruhnya; dan

7. Kaidah hukum lIslam lebih bersifat ta’agquli (rasional atau diterima oleh akal) dan
ta‘abbudi (Marzuki, 2013).

Selain mengatur soal-soal yang berhubungan dengan rohaniah atau ibadah, Al-Quran
mengandung pula pokok-pokok hukum perkawinan (munakahat), hukum kewarisan (faraidl),
hukum perjanjian (muamalah), hukum pidana (uqubat atau jinayah), hukum tata negara,
hukum humaniter, hukum antar bangsa-bangsa dan sebagainya. lazimnya hukum Islam
tersebut dibagi dalam empat bagian, meliputi hal ibadah, munakahat (nikah, talak, dan rujuk},
dan mu‘amalat (jual beli, gadai, perjanjian), serta uqubah (pidana, pengadilan) (Depag, 1984).

Beberapa mazhab (aliran Hukum) dalam hukum Islam, yang diakui memiliki otoritas tertinggi
serta mempunyai pengikut terbesar hanya empat mazhab, yaitu: (1) mazhab Hanafi, dipelopori
Imam Abu hanifah (70-150 hijriah); (2) mazhab Maliki, dipelopori Imam Malikibn Anas (93-179
hijriah}); (3) mazhab Syafi'i, dipelopori Imam Mohammad Idris Al Syafi'i (150-204 hijriah); dan
{(4) mazhab Hanbali, dipelopori Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 hijirah) (Harjono, 1968).
Selain ajaran-ajaran hukum Islam dari imam-imam mazhab empat yang terkenal ini yang telah
mendapatkan penganutnya masing-masing yang relatif cukup besar di seluruh antero dunia ini,
juga adalah mazhab Syi'ah. Ternyata pada abad sekarang ini tiada satu pun ajaran mazhab-
mazhab itu yang sepenuhnya berlaku sebagai hukum positif (Harjono, 1968).

E.  POLITIK HUKUM DAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Kajian hukum dapat ditilik dari perspektif politik, yang melahirkan studi hukum tentang
rechtspolitiek. Mengenai kedudukan politik hukum dalam kajian hukum diterangkan oleh E.




Utrecht yang menyatakan sebagai berikut

Hukum menjadi juga obyek politik, yaitu obyek dari politik hukum. Politik hukum
berusaha membuat kaidah-kaidah yang akan menentukan bagaimana seharusnya
manusia bertindak. Politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus
diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya menjadi sesuai dengan kenyataan
sosial. Politik hukum membuat suatu ius constituendum (hukum yang akan berlaku) dan
berusaha ius constituendum itu pada hari kemudian berlaku sebagai ius constitutum
{hukum yang sedang berlaku) yang baru (Utrect, 1983).

Demikian juga Satjipto Rahardjo memasukkan politik hukum bagian dari bidang-bidang studi

hukum, yang menerangkan sebagai berikut:
Politik hukum juga sebagai suatu aktivitas memilih dan cara kehendak dipakai untuk
mencapai suatu tujuan sosial tertentu. Hukum akan berhadapan dengan persoalan yang
serupa, terdapat keharusan untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan maupun
cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kesemua hal ini
termasuk ke dalam bidang studi politik. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang
menyebabkan terjadinya dinamika penyesuaian terhadap tujuan yang ingin dicapai oleh
masyarakatnya, karena ia diarahkan menjadi iure contituende, hukum yang seharusnya
berlaku. Bagian yang substansial dari kajian politik hukum ini terletak i mengenai teknik-
teknik perundang-undangan (Rahardjo, 2010).

Padmo Wahjono mengartikan politik hukum adalah “kebijakan penyelenggara negara yang
bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk
dantentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu” (Wahjono, 1986).
Pendapat lainnya, Teuku Mohammad Radhie memberikan definisi politik hukum itu adalah
“pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan
mengenai arah ke mana hukum hendak diperkembangkan” (Radhie, 1973). Selanjutnya, Moh.
Mahfud MD menyatakan, bahwa “politik hukum mencakup proses, pembuatan dan
pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan kea rah mana hukum akan dibangun
dan ditegakkan” (MD, 2001). Dengan kata lain kajian politik hukum ini adalah menstudi
kebijakan hukum (/egal policy) yang akan menentukan ke arah mana, kemudian berkaitan
dengan bentuk serta isi hukum yang nantinya dibentuk pada suatu masa tertentu. Berdasarkan
kajian politik hukum dapat diketahui pernyataan kehendak negara tentang arah pembinaan dan
pembangunan hukum nasional yang akan dilaksanakan oleh negara.

Politik hukum nasional Indonesia dapat dijumpai dalam konstitusi. Namun dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) tidak dijumpai adanya satu
pasalpun yang menyebutkan tentang politik hukum nasional Negara Republik Indonesia.
Meskipun tidak ada pasal yang dimaksud, kehadiran Aturan Peralihan dapat diartikan sebagai
menentukan adanya politik hukum dari negara Republik Indonesia, kendati sifatnya sementara.
Melalui perantaraan Pasal Aturan Peralihan UUD 1945 tersebut telah memberi dasar hukum
untuk berlakunya politik hukum Hindia Belanda, sekedar untuk mengisi kekosongan hukum dan
tidak bertentangan dengan jiwa UUD 1945 (Hadisoeprapto, 2008).

Berlainan sekali dengan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS
1950), ditemukan sebuah pasal yang berisikan politik hukum Negara kesatuan Republik
Indonesia pada waktu itu, terdapat dalam Pasal 102. Berdasarkan Pasal 102 UUDS 1950 ini,
diketahui Negara Republik Indonesia dibawah naungan UUDS 1950 menghendaki
dikodifikasikannya hukum dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang, hukum pidana dan
hukum pidana milter, hukum acara perdata dan hukum acara pidana, susunan dan kekuasaan
pengadilan. Oleh karena itu, Pasal 102 UUDS 1950 dikenal dengan sebutan sebagai pasal




kodifikasi hukum (Hadisoeprapto, 2008). Perkembangan berikutnya mengenai ke arah mana
hukum Indonesia akan dikembakan didasarkan pada sistem GBHN. GBHN menghendaki
pembangunan dan pembinaan hukum nasional dilakukan melalui politik kodifikasi dan unifikasi
di bidang-bidang hukum tertentu dengan tetap memperhatikan tingkat kesadaran hukum
masyarakat dan perkembangannya. Selain itu, GBHN tetap mempertahakan berlakunya hukum
agama dan hukum adat, sesuai dengan syariat Islam dan aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya hukum yang ada di wilayah Nusantara (Ali, 2014).

Sistem GBHN, pada pasca reformasitahun 1998 ditinggalkan, rencana pembangunan, termasuk
pembangunan hukum nasional dipandu melalui undang-undang, kemudian lahirlah konsep
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP), yang selanjutnya dibagi ke dalam
rencana pembangunan jangka menengah yang dihitung perlimatahunan (RPJM) dimulai pada
tahun 2005-2009, dan kemudian sebagai panduan Presiden dalam memimpin selama 5 tahun
(Wardani, 2018). Saat ini melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah disusun dan
dipersiapkan sebuah dokumun yang berisikan tentang arah pembangunan hukum ke depan
sebagai sebuah Grand Design Pembangunan Hukum Nasional. Fungsinya sebagai instrumen
perencanaan bagi arah pembangunan hukum demi terwujudnya sistemn hukum nasional yang
bersumber pada Pancasila dan berdasar pada UUD 1945. Dalam Dokumen Grand Design
Pembangunan Hukum Nasionalini akan tergambartentang: (1) Visi, (2) Misi, (3) Permasalahan,
(4) Tantangan, (5) Agenda, dan (6) Strategi Pembangunan Hukum Nasional (SPHN) yang
menjadi proyeksi pembangunan di bidang hukum sampai dengan tahun 2045.

RANGKUMAN MATERI

Perbendaharaan perkataan sistem, asal katanya ?erasal dari bahasa Llatin "systéma” dan
bahasa Yunani bustéma", yang didefinisikan sebagai suatu perangkat atas komponen-
komponen atau unsur yang secara teratur saling berkaitan dengan membentuk suatu totalitas
guna mencapai tujuannya. Dalam sistem terdapat sejumlah unsur atau tatanan yang bersifat
ajeg dan mempunyai fungsi masing-masing secara fungsional, baik untuk komponennya sendiri
maupun antarunsur atau tatanan secara keseluruhan. Demikian pula dengan peraturan-
peraturan hukum positif yang ada tampaknya berserakan dan berdiri sendiri, namun pada
hakikatnya diikat oleh suatu asas dan cita hukum, yang pada gilirannya membentuk sebuah
sistern hukum. Setiap dalam sistem hukum itu terdiri atas empat komponen, meliputi: (1)
Struktur hukum, (2) Substansi/materi hukum, (3) Budaya hukum dan (4) Sarana dan prasarana
hukum.

Adanya perbedaan mengenai pengorganisasian, klasifikasi, dan model pemikiran hukumnya
beserta sumber hukumnya, melahirkan aneka ragam sistem hukum di dunia ini, lazimnya dapat
dikualifikasikan sebagai “keluarga hukum” tertentu (legal family, legal families, familles de
droits, atau rechts familie. Pengelompokan sistem hukum suatu negara ke dalam salah satu
keluarga hukum yang ada di dunia ini didasarkan pada adanya beberapa persamaan, yaitu
karena kebutuhan yang bersifat universal dan khusus, adanya pertautan sejarah, dan adanya
persamaan ideologi/politik negara.

Pengelompokan berbagai keluarga hukum yang ada di dunia ini, selain didasarkan pada prinsip
teknis, juga didasarkan kepada non teknis, yang pula mempengaruhi pembentukan dan
pembaharuan sistem hukum negara yang bersangkutan. Berbagai sistem hukum nasional su

negara dapat dikelompokan ke dalam salah satu keluarga hukum yang ada di dunia, yaitu:E
Keluarga Hukum Eropa kontinental/Romawi Germamgs (Romano-Germanicfamily), (2) Keluarga
Hukum common law/anglo saxon/anglo America gmmon law family), (3) Keluarga Hukum

Sosialis (family of socialist law), dan (4) Keluarga Hukum Agama dan Tradisi. Adanya persamaan




sistem hukum ini tidak menutup kemungkinan terjadiadopsi hukum asing ke dalam pembinaan
dan pembangunan sistem hukum nasional suatu negara, baik yang diadopsi itu berkaitan
dengan aturan hukum, prinsip hukum dan kelembagaan hukum serta prosedur hukumnya.

TUGAS DAN EVALUASI

Petunjuk

Pertanyaan berikut ini, diberikan jawaban secara singkat, jelas dan padat. Seandainya Saudara
dapat menjawab secara terperinci dan tepat serta tidak lebih lebih 30 (tiga puluh) kata, maka
Saudara-saudari telah menguasai 90% bahan daribab ini.

Pertanyaan

1. Bedakan pengertian sistem hukum dan keluarga hukum, mana yang lebih luas maknanya,
jelaskan dengan memberikan contohnya.

2. Karakteristik civil law menganut sistem kodifikasi hukum, bahkan unifikasi hukum dalam
pembentukan hukumnya. Apa yang menjadi dasar pemikirannya dianutnya sistem
kodifikasi hukum sebagai sumber hukum utama dalam civil law.

3. Karakteristik common law menganut ajaran “stare decisis” (prinsip precedent), di mana
hakim dalam mengadili sebuah perkara harus merujuk pada yurisprudensi sebelumnya.
Mengapa demikian, seandainya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, apakah
yurisprudensi sebelumnya dapat dikesampingkan, jelas jawabannya.

4. Ditinjau dari perspektif keluarga hukum, sistem hukum Indonesia termasuk keluarga
hukum yang mana, jelaskan jawabannya.

5. DiIndonesia dikenal pula sistem hukum adat, yang eksistensi sudah ada sebelum sistem
hukum perdata Eropa dan sistem hukum Islam. Jika dibandingkan dengan common law,
apakah mempunyai persamaan, jelaskan jawabannya.
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